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Cakupan

Kami telah melakukan perikatan dengan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Landak berdasarkan Surat Perintah Kerja No. 37/KU.3.2-

SPK.PILKADA/6108/1/2024, untuk melakukan Perikatan Asurans

dengan keyakinan memadai dan memberikan kesimpulan terhadap

kepatuhan Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 02

atas nama Heri Saman, S.H., M.H. dan Vinsensius, S.Sos., M.M.A.,

untuk periode 23 September 2024 sampai dengan 23 November 2024

terhadap peraturan perundang-undangan terkait pelaporan Dana

Kampanye, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6547);
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Cakupan (lanjutan)

2.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang

Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun
2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang
Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

Informasi Hal Pokok

Berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14

Tahun 2024 Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan

Wakil Bupati atas nama Heri Saman, S.H., M.H. dan Vinsensius,
S.Sos., M.M.A., terdir1 dar1:

1

Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) adalah pelaporan yang
memuat informasi Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK),
sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan, rincian
perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang diperoleh
sebelum pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye, dan
penerimaan sumbangan yang bersumber dari Pasangan Calon
dan/atau Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai
Politik Peserta Pemilu, dan pihak lain yang dimulai sejak
pembukaan RKDK sampai dengan 1 (satu) hari sebelum waktu
penyampaian LADK kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Landak;

Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)
adalah pelaporan yang memuat seluruh penerimaan yang
diterima Pasangan Calon setelah LADK disampaikan sampai

dengan 1 (satu) hari sebelum penyampaian LPSDK kepada Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Landak; dan



Informasi Hal Pokok (lanjutan)

3. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)
adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan dan
pengeluaran Dana Kampanye yang dimulai sejak 1 (satu) hari
setelah penutupan pembukuan LADK sampai dengan

berakhirnya masa Kampanye.

Kriteria
Kriteria yang kami gunakan dalam Perikatan Asurans ini adalah
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang
Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil
Walikota. Kriteria tersebut juga dijadikan acuan dan diterapkan oleh
Pasangan Calon atas nama Heri Saman, S.H., M.H. dan Vinsensius,
S.Sos., M.M.A., dalam menyusun Laporan Dana Kampanye adalah :
1. Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK)
a. Pembukaan yang diatur dalam:
1) Pasal 12 Ayat (1) PKPU Nomor 14 Tahun 2024, Partai
Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik
Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon dan
Pasangan Calon perseorangan wajib membuka RKDK
pada Bank Umum.
2) Pasal 12 Ayat (2) PKPU Nomor 14 Tahun 2024, RKDK
dibuka atas nama Pasangan Calon dan terpisah dari

rekening pribadi Pasangan Calon.



Kriteria (lanjutan)

3)

4)

9)

6)

Pasal 12 Ayat (3) PKPU Nomor 14 Tahun 2024,
Spesimen tanda tangan pada RKDK yang dibuka oleh
Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai
Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan
Calon dilakukan bersama oleh Partai Politik Peserta
Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan
salah satu calon dari Pasangan Calon.

Pasal 12 Ayat (6) PKPU Nomor 14 Tahun 2024,
Spesimen tanda tangan pada RKDK yang dibuka oleh
Pasangan Calon perseorangan dilakukan bersama oleh
Pasangan Calon Peseorangan.

Pasal 12 Ayat (7) PKPU Nomor 14 Tahun 2024,
Pasangan Calon membuka RKDK tidak melampaui
ketentuan pembukaan RKDK yaitu sejak pendaftaran
Pasangan Calon sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum
masa Kampanye dimulai.

Pasal 12 Ayat (9) PKPU Nomor 14 Tahun 2024, Partai
Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik
Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon
sebelum membuka RKDK membuat permohonan
pengantar pembukaan RKDK dengan menggunakan
formulir yang ditujukan kepada KPU Provinsi untuk
pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU
Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil
bupati atau walikota dan wakil walikota.



Kriteria (lanjutan)

7)

8)

9)

Pasal 12 Ayat (10) PKPU Nomor 14 Tahun 2024,
Pasangan Calon perseorangan sebelum membuka
RKDK membuat permohonan pengantar pembukaan
RKDK dengan menggunakan formulir yang ditujukan
kepada KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan
wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk
pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan
wakil walikota.

Pasal 13 Ayat (1) PKPU Nomor 14 Tahun 2024,
Pembukaan RKDK dilengkapi dengan surat pengantar
pembukaan RKDK yang diterbitkan oleh KPU Provinsi
untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU
Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil
bupati atau walikota dan wakil walikota.

Pasal 14 Ayat (1) PKPU Nomor 14 Tahun 2024, Dalam
hal Pasangan Calon atau salah satu dari Pasangan
Calon berhalangan tetap dalam jangka waktu sejak
penetapan Pasangan Calon sampai dengan 30 (tiga
puluh) Hari sebelum hari pemungutan suara, Pasangan
Calon pengganti melakukan pembaharuan RKDK paling
lambat 3 (tiga) har1 kerja setelah ditetapkan sebagai
Pasangan Calon oleh KPU Provinsi untuk pemilihan
gubernur dan  wakil gubernur dan  KPU
Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil
bupati atau walikota dan wakil walikota.



Kriteria (lanjutan)

10) Pasal 14 Ayat (2) PKPU Nomor 14 Tahun 2024, Dalam
hal terdapat Pasangan Calon yang ditetapkan
berdasarkan:

(1) putusan Bawaslu; atau

(2) putusan pengadilan yang telah berkekuatan
hukum tetap yvang melewati tanggal penetapan
Pasangan Calon sebagaimana diatur dalam
Peraturan KPU tentang tahapan dan jadwal
penyelenggaraan Pemilihan, RKDK dapat dibuka
pada Bank Umum paling lambat 3 (tiga) Hari kerja
setelah ditetapkan sebagai Pasangan Calon oleh
KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil
gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk
pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota
dan wakil walikota.

b. Pengelolaan sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Ayat (7)
PKPU Nomor 14 Tahun 2014, Dalam hal RKDK dikelola oleh
pithak lain, Pasangan Calon wajib menyampaikan surat
penunjukan pengelola RKDK kepada KPU Provinsi untuk
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan KPU
Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
serta Walikota dan Wakil Walikota.

c. Pelaporan yang diatur dalam:

1) Pasal 13 Ayat (4) PKPU Nomor 14 Tahun 2014, Partai
Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik
Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon dan
Pasangan Calon perseorangan melaporkan hanya 1

(satu) nomor RKDK.



Kriteria (lanjutan)

2)

Pasal 11 Ayat (2) PKPU Nomor 14 Tahun 2014,
Penerimaan Dana Kampanye yang berbentuk uang

wajib ditempatkan pada RKDK terlebih dahulu sebelum
digunakan untuk kegiatan Kampanye.

d. Penutupan sebagaimana diatur dalam Pasal 15 PKPU Nomor
14 Tahun 2014

1)

2)

3)

Ayat (3), Penutupan RKDK dilakukan paling lambat 2
(dua) Hari setelah masa Kampanye berakhir.

Ayat (5), Penutupan Rekening Khusus Dana Kampanye
wajib dibuktikan dengan surat pernyataan dari Bank
Umum.

Ayat (6), Pasangan Calon wajib menyampaikan surat
pernyataan penutupan RKDK dari Bank Umum paling
lambat 2 (dua) Hari setelah masa Kampanye berakhir.

2. Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)
a. Muatan Informasi sebagaimana diatur dalam Pasal 26 PKPU
Nomor 14 Tahun 2014

1)

Ayat (1), Pasangan Calon menyusun LADK vyang

memuat informasi:

(1) RKDK;

(2) saldo awal RKDK atau saldo pembukaan dan
sumber perolehan;

(3) saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo
hasil penerimaan sumbangan dan pengeluaran
untuk kegiatan Kampanye apabila diterima
sebelum periode pembukuan;

(4) catatan penerimaan dan pengeluaran Pasangan

Calon termasuk sebelum pembukaan RKDK;



Kriteria (lanjutan)

2)

(5) nomor pokok wajib pajak masing-masing
Pasangan Calon; dan

(6) bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat
dipertanggungjawabkan.

Ayat (2), LADK Pasangan Calon ditandatangani oleh

Pasangan Calon.

b. Periode Pembukuan sebagaimana diatur dalam Pasal 26
PKPU Nomor 14 Tahun 2024, yaitu:

1)

2)

Ayat (2), Pasangan Calon mematuhi periode
pembukuan LADK yaitu sejak pembukaan RKDK dan
ditutup 1 (satu) hari sebelum penyampaian LADK.

Ayat (3), Dalam hal Pasangan Calon tidak membuka
RKDK pada waktu yang ditentukan, pembukuan LADK
dimulai sejak penetapan Pasangan Calon sampai

dengan 1 (satu) Har1i sebelum waktu penyampaian

LADK.

c. Kelengkapan dan Penyampaian yang diatur dalam:

1)

2)

Pasal 31 Ayat (2) PKPU Nomor 14 Tahun 2024,
Pasangan Calon menyampaikan LADK 1 (satu) Hari
sebelum masa Kampanye, paling lambat pukul 23.59

waktu setempat dengan mengirimkan data dan

dokumen LADK yang diunggah melalui Sikadeka.

Pasal 31 Ayat (4) PKPU Nomor 14 Tahun 2024, Apabila
terdapat  perbaitkan, maka  LADK  perbaikan
disampaikan oleh Pasangan Calon kepada KPU melalui
Sikadeka paling lambat 3 (tiga) Hari sejak menerima
tanda terima perbaikan dan berita acara hasil
pencermatan dari KPU, paling lambat pukul 23.59
waktu setempat.



Kriteria (lanjutan)

3)

4)

Pasal 27 Ayat (1) PKPU Nomor 14 Tahun 2024, Dalam
hal salah satu calon atau Pasangan Calon dengan

kondisi:

(1)

(2)

berhalangan tetap sejak penetapan Pasangan
Calon sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum masa
Kampanye dimulai maka LADK disampaikan
paling lambat 3 (tiga) Hari setelah ditetapkan
Pasangan Calon pengganti/baru oleh KPU Provinsi
untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan
KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan
wakil bupati atau walikota dan wakil walikota.

berhalangan tetap setelah dimulainya masa
Kampanye sampai dengan 30 (tiga puluh) Hari
sebelum hari pemungutan suara maka LADK
dilakukan pembaharuan dan disampaikan paling
lambat 3 (tiga) Hari setelah ditetapkan Pasangan
Calon pengganti/baru oleh KPU Provinsi untuk
pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU

Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan
wakil bupati atau walikota dan wakil walikota.

Pasal 27 Ayat (2) PKPU Nomor 14 Tahun 2024, Dalam

hal

terdapat Pasangan Calon vyang ditetapkan

berdasarkan:

(1)

Putusan Bawaslu Provinsi untuk pemilihan
gubernur dan wakil gubernur dan putusan
Bawaslu Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati
dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota;

atau



Kriteria (lanjutan)

O)

(2)

putusan pengadilan yang telah berkekuatan
hukum tetap yang melewati tanggal penyampaian
LADK sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU
tentang tahapan dan jadwal penyelenggaraan
Pemilihan, LADK disampaikan paling lambat 3
(tiga) Hari sejak ditetapkan sebagai Pasangan
Calon oleh KPU Provinsi untuk pemilihan
gubernur dan wakil gubernur dan KPU
Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan

wakil bupati atau walikota dan wakil walikota.

Pasal 26 ayat (4) dan Lampiran XI PKPU 14/2024,
Penyerahan LADK kepada KPU Provinsi atau KPU

Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya, yang

dilengkapi dengan:

1)
2)

3)

4)

O)

6)

7)

Formulir 1 Laporan Awal Dana Kampanye (LADK);
Formulir 2 Daftar Penerimaan Sumbangan Dana
Kampanye;

Formulir 3 Laporan Aktivitas Penerimaan Dan
Pengeluaran Dana Kampanye;

Formulir 4 Daftar Persediaan Barang Dana
Kampanye;

Formulir 5 Laporan Aktivitas Penerimaan Dan
Pengeluaran Dana Kampanye Sebelum Periode
Pembukuan Laporan Awal Dana Kampanye;
Formulir 6 Surat Pernyataan Tanggung Jawab Atas
Laporan Awal Dana Kampanye (LADK);

Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus

Dana Kampanye;



Kriteria (lanjutan)

6)

8) Surat Pernyataan Penyumbang dari Partai Politik
atau Gabungan Partai Politik;

9) Surat Pernyataan Penyumbang dari Perseorangan;

10) Surat Pernyataan Penyumbang dar1 Badan Hukum
Swasta; dan

11) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi
pengeluaran.

Pasal 31 ayat (3), ayat (4) dan Lampiran XIV PKPU

14/2024, Apabila LADK vyang disampaikan oleh

Pasangan Calon diberikan tanda terima perbaikan oleh

KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota, maka

Pasangan Calon wajlb melengkapt dan/atau

memperbaiki dokumen LADK dimaksud dengan

menggunakan formulir vyang tercantum dalam

Lampiran XIV Peraturan KPU, terdir1 atas:

(1) Formulir 1 Laporan Awal Dana Kampanye (LADK]
Perbaikan;

(2) Formulir 2 Daftar Penerimaan Sumbangan Dana
Kampanye;

(3) Formulir 3 Laporan Aktivitas Penerimaan Dan
Pengeluaran Dana Kampanye;

(4) Formulir 4 Daftar Persediaan Barang Dana
Kampanye;

(5) Formulir 5 Laporan Aktivitas Penerimaan Dan
Pengeluaran Dana Kampanye Sebelum Periode
Pembukuan Laporan Awal Dana Kampanye;

(6) Formulir 6 Surat Pernyataan Tanggung Jawab Atas
Laporan Awal Dana Kampanye;



Kriteria (lanjutan)

(7) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus
Dana Kampanye;

(8) Surat Pernyataan Penyumbang dari Partai Politik
atau Gabungan Partai Politik;

(9) Surat Pernyataan Penyumbang dari Perseorangan,;

(10) Surat Pernyataan Penyumbang dari Badan Hukum
Swasta; dan

(11) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi
pengeluaran.

Pasangan calon dapat menyampaikan LADK dalam

bentuk fisik atau digital (soft file) kepada KPU Provinsi

untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur, serta

KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan

wakil bupati atau walikota dan wakil walikota, jika

mengalami kendala dalam penyampaian melahu

Sikadeka. Laporan disampaikan sesuai waktu yang

ditentukan dan wajib mengisi daftar hadir yang

disediakan oleh KPU.

3. Laporan Pemberi Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)

a. Muatan Informasi sebagaimana diatur dalam Pasal 28 PKPU

Nomor 14 Tahun 2014

1)

Ayat (2), Pasangan Calon menyusun LPSDK yang
memuat informasi:

1) RKDK;

2) saldo awal RKDK atau saldo pembukaan dan

sumber perolehan;



Kriteria (lanjutan)

2)

3) saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo
hasil penerimaan sumbangan dan pengeluaran
untuk kegiatan Kampanye apabila diterima
sebelum periode pembukuan;

4) catatan penerimaan dan pengeluaran Pasangan
Calon termasuk sebelum pembukaan RKDK;

5) nomor pokok wajib pajak masing-masing
Pasangan Calon; dan

6) bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat
dipertanggungjawabkan.

Ayat (5), LPSDK Pasangan Calon ditandatangami oleh

Pasangan Calon.

b. Periode Pembukuan, sebagaimana diatur dalam Pasal 28
Ayat (3) PKPU Nomor 14 Tahun 2024, dimulai 1 (satu) Hari

setelah penutupan pembukuan LADK sampai dengan 1

(satu) Hari sebelum penyampaian LPSDK.

c. Kelengkapan dan Penyampaian yang diatur dalam:

1)

2)

Pasal 32 ayat (2) PKPU Nomor 14 Tahun 2024,
Pasangan Calon menyampaikan LPSDK sesuai dengan
jadwal sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran I
Peraturan KPU, paling lambat pukul 23.59 waktu
setempat mengirimkan data dan dokumen LPSDK yang
diunggah melalui Sikadeka.

Pasal 31 ayat (4) PKPU Nomor 14 Tahun 2024, Apabila
terdapat  perbaikan, maka LPSDK perbaikan
disampaikan oleh Pasangan Calon kepada KPU melalui
Sikadeka paling lambat 1 (satu) Hari sejak menerima



Kriteria (lanjutan)

tanda perbaikan dan berita acara hasil pencermatan

3)

dari KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota paling
lambat pukul 23.59 waktu setempat.

Pasal 29 ayat (1) PKPU Nomor 14 Tahun 2024, Dalam
hal salah satu calon atau Pasangan Calon dengan

kondisi:

(1)

(2)

berhalangan tetap sejak penetapan Pasangan
Calon sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum LPSDK
disampaikan kepada KPU Provinsi untuk
pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU
Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan
wakil bupati atau walikota dan wakil walikota
maka LPSDK disampaikan paling lambat 3 (tiga)
Hari setelah  ditetapkan Pasangan Calon
pengganti/baru oleh KPU Provinsi untuk
pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU
Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan
wakil bupati atau walikota dan wakil walikota.

berhalangan tetap setelah LPSDK disampaikan
sampai dengan 30 (tiga puluh) Hari sebelum hari
pemungutan suara maka LPSDK dilakukan
pembaharuan dan disampaikan paling lambat 3
(tiga) Har1 setelah ditetapkan Pasangan Calon
pengganti/baru oleh KPU Provinsi untuk
pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU
Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan
wakil bupati atau walikota dan wakil walikota.



Kriteria (lanjutan)

4) Pasal 29 ayat (2) PKPU Nomor 14 Tahun 2024, Dalam
hal terdapat Pasangan Calon yang ditetapkan
berdasarkan:

(1) putusan Bawaslu Provinst untuk pemilihan
gubernur dan wakil gubernur dan putusan
Bawaslu Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati
dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota;
atau

(2) putusan pengadilan yang telah berkekuatan
hukum tetap, yang melewati tanggal penyampaian
LPSDK sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU
tentang tahapan dan jadwal penyelenggaraan
Pemilihan, LPSDK disampaikan paling lambat 3
(tiga) Hari sejak ditetapkan sebagai Pasangan
Calon oleh KPU Provinsi untuk pemilihan
gubernur dan wakil gubernur dan KPU
Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan
wakil bupati atau walikota dan wakil walikota.

5) Pasal 32 ayat (2) dan LAMPIRAN XII PKPU Nomor 14
Tahun 2024, Penyerahan LPSDK kepada KPU Provinsi
atau KPU Kabupaten/Kota sesuail dengan
tingkatannya, yang dilengkapi dengan:

(1) Formulir 1 Laporan Penerimaan Sumbangan Dana
Kampanye (LPSDK);

(2) Formulir 2 Daftar Penerimaan Sumbangan Dana
Kampanye;

(3) Formulir 3 Surat Pernyataan Tanggung Jawab Atas
Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye

(LPSDK);



Kriteria (lanjutan)

6)

(4) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus
Dana Kampanye;

(5) Surat Pernyataan Penyumbang dari Partai Politik
atau Gabungan Partai Politik;

(6) Surat Pernyataan Penyumbang dari Perseorangan,;

(7) Surat Pernyataan Penyumbang dari Badan Hukum
Swasta; dan

(8) Bukti-bukti transaksi penerimaan.

Pasal 45 ayat (3) Lampiran XV PKPU Nomor 14 Tahun

2024, Apabila LPSDK yang disampaikan Pasangan

Calon diberikan tanda terima perbaikan oleh KPU

Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur

dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan

wakil bupati atau walikota dan wakil walikota maka

Pasangan Calon wajib melengkapt dan/atau

memperbaiki dokumen LPSDK dimaksud yang dibuat

dengan menggunakan formulir yang tercantum dalam

Lampiran XV vyang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan KPU terdiri atas:

(1) Formulir 1 Laporan Penerimaan Sumbangan Dana
Kampanye (LPSDK) Perbaikan;

(2) Formulir 2 Daftar Penerimaan Sumbangan Dana
Kampanye;

(3) Formulir 3 Surat Pernyataan Tanggung Jawab Atas
Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye
(LPSDK);

(4) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus

Dana Kampanye;



Kriteria (lanjutan)

(5) Surat Pernyataan Penyumbang dari Partai Politik
atau Gabungan Partai Politik;
(6) Surat Pernyataan Penyumbang dari Perseorangan;
(7) Surat Pernyataan Penyumbang dar1 Badan Hukum
Swasta; dan
(8) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi
pengeluaran.
Pasangan calon dapat menyampaikan LPSDK dalam
bentuk fisik atau digital (soft file) kepada KPU Provinsi
untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur, serta
KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan
wakil bupati atau walikota dan wakil walikota, jika
mengalami kendala dalam penyampaian melalui
Sikadeka. Laporan disampaikan sesuai waktu yang
ditentukan dan wajib mengisi daftar hadir yang
disediakan oleh KPU,

4. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)

a. Muatan Informasi sebagaimana diatur dalam Pasal 30 PKPU
Nomor 14 Tahun 2014

1)

Ayat (1), Pasangan Calon menyusun LPPDK yang

memuat informasi:

1) RKDK;

2) saldo awal atau saldo pembukaan dan sumber
perolehan;

3) saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo
hasil penerimaan sumbangan dan pengeluaran
untuk kegiatan Kampanye apabila diterima

sebelum periode pembukuan;



Kriteria (lanjutan)

2)

4) catatan penerimaan dan pengeluaran Pasangan
Calon termasuk sebelum pembukuan RKDK;

5) nomor pokok wajib pajak masing-masing
Pasangan Calon;

6) bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat
dipertanggung-jawabkan;

7) saldo akhir pada saat penutupan pembukuan
LPPDK.

Ayat (5), LPSDK Pasangan Calon ditandatangani oleh

Pasangan Calon.

b. Periode Pembukuan sebagaimana diatur dalam Pasal 30
Ayat (3) PKPU Nomor 14 Tahun 2024, Pasangan Calon

mematuhi periode pembukuan LPPDK yang dimulai sejak 1

(satu) Hari setelah penutupan pembukuan LADK dan

ditutup pada saat masa Kampanye berakhir.

c. Kelengkapan dan Penyampaian yang diatur dalam:

1)

2)

Pasal 33 ayat (2) PKPU Nomor 14 Tahun 2024,
Pasangan Calon menyampaikan LPPDK paling lambat 1
(satu) Hari setelah masa Kampanye berakhir, paling
lambat pukul 23.59 waktu setempat dengan
mengirimkan data dan dokumen LPPDK yang diunggah
melalui Sikadeka.

Pasal 33 ayat (5) PKPU Nomor 14 Tahun 2024, Apabila
LPPDK yang disampaikan Pasangan Calon diberikan
tanda perbaikan oleh KPU Provinsi untuk Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur dan  KPU
Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota maka

Pasangan Calon wajib melengkapi dan/atau



Kriteria (lanjutan)
memperbaiki dokumen LPPDK dimaksud paling lambat

3)

1 (satu) Hari sejak menerima tanda perbaikan dan

berita acara hasil pencermatan dari KPU Provinsi untuk

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan KPU
Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati atau Walikota, paling lambat pukul 23.59 waktu

setempat.

Pasal 30 ayat (4) dan LAMPIRAN XIII PKPU Nomor 14
Tahun 2024, Penyampaian LPPDK Pasangan Calon
dilampiri dengan LADK atau LADK Perbaikan dan
LPSDK atau LPSDK Perbaikan serta dilengkapi dengan:

(1)

(2)

(3)

(%)

(9)

(6)

(7)

Formulir 1 laporan penerimaan dan pengeluaran
dana kampanye (LPPDK);

Formulir 2 daftar penerimaan sumbangan dana
kampanye;

Formulir 3 laporan aktivitas penerimaan dan
pengeluaran dana kampanye;

Formulir 4 daftar persediaan barang dana
kampanye;

Formulir 5 laporan aktivitas penerimaan dan
pengeluaran dana kampanye sebelum periode
pembukuan laporan penerimaan dan pengeluaran
dana kampanye;

Formulir 6 asersi atas laporan penerimaan dan
pengeluaran dana kampanye (LPPDK);

Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus

Dana Kampanye;



Kriteria (lanjutan)

4)

(8) Surat Pernyataan dari Bank Umum vyang
menyatakan bahwa rekening Pasangan Calon
bersangkutan telah ditutup;

(9) Surat Pernyataan Penyumbang dari Partai Politik
atau Gabungan Partai Politik;

(10) Surat Pernyataan Penyumbang dari Perseorangan;

(11) Surat Pernyataan Penyumbang dari Badan Hukum
Swasta; dan

(12) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi
pengeluaran

Pasal 33 ayat (4) dan Lampiran XVI PKPU Nomor 14

Tahun 2024, Apabila LPPDK vyang disampaikan oleh

Pasangan Calon diberikan tanda terima perbaikan oleh

KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota, maka

Pasangan Calon wajb melengkapt dan/atau

memperbaiki dokumen LPPDK dimaksud dengan

menggunakan formulir vyang tercantum dalam

Lampiran XVI Peraturan KPU terdiri atas:

(1) Formulir 1 laporan penerimaan dan pengeluaran
dana kampanye (LPPDK) perbaikan;

(2) Formulir 2 daftar penerimaan sumbangan dana
kampanye;

(3) Formulir 3 laporan aktivitas penerimaan dan
pengeluaran dana kampanye;

(4) Formulir 4 daftar persediaan barang dana

kampanye;



Kriteria (lanjutan)

(5) Formulir 5 laporan aktivitas penerimaan dan
pengeluaran dana kampanye sebelum periode
pembukuan laporan penerimaan dan pengeluaran
dana kampanye;

(6) Formulir 6 asersi atas laporan penerimaan dan
pengeluaran dana kampanye (LPPDK);

(7) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus
Dana Kampanye;

(8) Surat Pernyataan dari Bank Umum vyang
menyatakan bahwa rekening Pasangan Calon
bersangkutan telah ditutup;

(9) Surat Pernyataan Penyumbang dari Partai Politik
atau Gabungan Partai Politik;

(10) Surat Pernyataan Penyumbang dari Perseorangan;
Surat Pernyataan Penyumbang

(11) dar1 Badan Hukum Swasta; dan

(12) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi
pengeluaran.

Pasangan calon dapat menyampaikan LPSDK dalam

bentuk fisik atau digital (soft file) kepada KPU Provinsi

untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur, serta

KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan

wakil bupati atau walikota dan wakil walikota, jika

mengalami kendala dalam penyampaian melalui

Sikadeka. Laporan disampaikan sesuai waktu yang

ditentukan dan wajib mengisi daftar hadir yang
disediakan oleh KPU,



Kriteria (lanjutan)
d. Sumber Klasifikasi dan Identitas Penyumbang yang diatur
dalam:

1)

2)

3)

4)

Pasal 6 ayat (1) PKPU Nomor 14 Tahun 2024, Dana

Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Dana

Kampanye Pasangan Calon yang diusulkan Partai

Politik atau Gabungan Partai Politik dapat diperoleh

dari:

(1) sumbangan Partar Politik dan/atau Gabungan
Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon;

(2) sumbangan Pasangan Calon; dan/atau

(3) sumbangan pihak lain yang tidak mengikat yang
meliputi sumbangan perseorangan dan/atau
badan hukum swasta.

Pasal 6 ayat (2) PKPU Nomor 14 Tahun 2024, Dana

Kampanye Pasangan Calon perseorangan, dapat

diperoleh dari:

(1) sumbangan Pasangan Calon; dan/atau

(2) sumbangan pihak lain yang tidak mengikat. yang
meliputi sumbangan perseorangan dan/atau
badan hukum swasta.

Pasal 6 ayat (5) PKPU Nomor 14 Tahun 2024, Perolehan

Dana Kampanye harus dilengkapi dengan informasi

identitas yang jelas.

Pasal 8 PKPU Nomor 14 Tahun 2024, Sumbangan dari

pithak lain harus disertai surat pernyataan yang

mencantumkan identitas penyumbang dan jumlah

sumbangan. Jika sumbangan berasal dari perusahaan

atau badan hukum swasta, harus dilampirkan salinan

akta pendirian perusahaan atau badan usaha tersebut.



Kriteria (lanjutan)

o)

6)

7)

Pasal 11 ayat (3) PKPU Nomor 14 Tahun 2024,
Penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang
dilakukan dengan cara memindahkan dana dari nomor
rekening penyumbang ke RKDK disertai identitas
penyumbang.

Pasal 11 ayat (4) PKPU Nomor 14 Tahun 2024, Identitas
penyumbang dapat berupa surat keterangan dari bank
yang bersangkutan.

Pasal 11 ayat (5) PKPU Nomor 14 Tahun 2024,
Sumbangan Dana Kampanye yang dilakukan melalui
setoran tunai pada bank, disertai dengan surat

pernyataan penyumbang.

e. Pencatatan Penerimaan Sumbangan yang diatur dalam:

1)

Pasal 21 PKPU Nomor 14 Tahun 2024, Pasangan Calon
mencatat dan melaporkan seluruh sumbangan
(mencakup wuang, barang, dan/atau jasa yang
dikonversikan dengan nilai unang, termasuk utang dan
diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas
kewajaran transaksi jual beli secara umum) yang
diterima ke dalam Daftar Penerimaan Sumbangan.
Pembukuan Dana Kampanye terpisah dari pembukuan
keuangan pribadi Pasangan Calon/pengurus/anggota
/personel Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan
Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan
Pasangan Calon. Partai Politik Peserta Pemilu atau
Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dapat menerima
sumbangan Dana Kampanye dari Partai Politik Peserta
Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan
pihak lain. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan



Kriteria (lanjutan)

Partai Polittk Peserta Pemilu wajib mencatat
penerimaan sumbangan dalam pembukuan
penerimaan Dana Kampanye dan wajib menyampaikan
pembukuan penerimaan Dana Kampanye kepada
Pasangan Calon untuk dilampirkan dalam Laporan
Dana Kampanye.

2) Pasal 11 ayat (2) PKPU Nomor 14 Tahun 2024, Dana
Kampanye yang berupa uang, wajib ditempatkan pada
RKDK terlebih dahulu sebelum digunakan untuk
kegiatan kampanye

f. Batasan/Kesesuaian Sumbangan yang berasal dari Pasal 9

ayat (1) dan ayat (2) PKPU Nomor 14 Tahun 2024, Pasangan

Calon mematuhi jumlah penerimaan sumbangan (mencakup

uang, barang, dan/atau jasa yang dikonversikan dengan

nilai uang, termasuk utang dan diskon pembelian barang

atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli

secara umum) yang dilaporkan dalam LADK, LPSDK dan

LPPDK tidak melebihi jumlah di bawah ini:

1) Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) selama
masa kampanye untuk penyumbang perseorangan; dan

2)  Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)
selama masa Kampanye untuk penyumbang badan
hukum swasta dan/atau Partai Politik yang bukan
merupakan pengusul Pasangan Calon.

g. Sumbangan yang Dilarang yang diatur dalam:

1) Pasal 73 PKPU Nomor 14 Tahun 2024, Partai Politik
Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta
Pemilu dan Pasangan Calon dilarang menerima

sumbangan



Kriteria (lanjutan)

2)

atau bantuan lain untuk Kampanye yang berasal dari:

(1) negara asing, lembaga swasta asing, lembaga
swadaya masyarakat asing dan warga negara
asing;

(2) penyumbang atau pemberi bantuan yang tidak
jelas identitasnya;

(3) Pemerintah dan Pemerintah Daerah; dan

(4) badan usaha milik negara, badan usaha milik
daerah, dan badan usaha milik desa atau sebutan
lain.

Pasal 9 Ayat (7) PKPU Nomor 14 Tahun 2024, Pasangan

Calon perseorangan dan Partai Politik Peserta Pemilu

atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang

mengusulkan Pasangan Calon, vyang menerima
sumbangan melebihi ketentuan, harus mematuhi
ketentuan berikut:

(1) dilarang menggunakan kelebihan dana dimaksud,;
(2) wajib melaporkan sumbangan tersebut kepada
KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota; dan
(3) menyerahkan sumbangan tersebut ke kas Negara
paling lambat 14 (empat belas) Hari setelah masa

Kampanye berakhir.

(4) wajib menyerahkan bukti setoran ke kas Negara
kepada KPU Provinsi untuk Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur dan KPU Kabupaten/Kota
untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau
Walikota dan Wakil Walikota paling lambat 14
(empat belas) Hari setelah masa Kampanye
berakhir.



Kriteria (lanjutan)

h.

Batasan Pengeluaran Dana Kampanye

1)

2)

3)

4)

O)

Pasal 18 Ayat (1) PKPU Nomor 14 Tahun 2024,
Pengeluaran Dana Kampanye Pemilihan yvaitu untuk:
(1) pembiayaan aktivitas kampanye (termasuk
pembelian barang dan/atau pembayaran Jasa);
(2) pembayaran hutang; dan
(3) pengeluaran lain-lain, yang dinilai berdasarkan
harga pasar yang wajar.
Pasal 18 Ayat (7) PKPU Nomor 14 Tahun 2024, Setiap
diskon pembelian barang vyang melebihi batas
kewajaran jual beli yang berlaku secara umum,
diperlakukan ketentuan sumbangan.
Pasal 21 Ayat (5) PKPU Nomor 14 Tahun 2024,
Pasangan Calon wajib mencatat seluruh pengeluaran
berupa uang, barang, dan/atau jasa dalam pembukuan
khusus Dana Kampanye dan terpisah dari pembukuan
keuangan pribadi Pasangan Calon dan Partai Politik
atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan
Pasangan Calon.
Pasal 21 Ayat (7) PKPU Nomor 14 Tahun 2024,
Pembukuan sebagaimana dimaksud mencakup
informasi tentang bentuk dan jumlah pengeluaran
disertai bukti pengeluaran yang dapat
dipertanggungjawabkan.
Pasal 18 Ayat (8) PKPU Nomor 14 Tahun 2024, Dana
Kampanye dilarang digunakan untuk membiayai saksi

dalam pemungutan dan penghitungan suara.



Kriteria (lanjutan)
6) Pasal 83 PKPU Nomor 14 Tahun 2024, Pasangan Calon
yang melanggar ketentuan pembatasan pengeluaran
Dana Kampanye, Pasangan Calon wajib
mengembalikan kelebithan ke kas negara sejumlah

kelebihan pengeluaran.

Tanggung Jawab Pasangan Calon Heri Saman, S.H., M.H. dan
Vinsensius, S.Sos., M.M.A.

Pasangan Calon Heri Saman, S.H., M.H. dan Vinsensius, S.Sos.,
M.M.A., bertanggungjawab atas penyusunan Laporan Dana Kampanye
yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Tanggung jawab tersebut juga mencakup penerapan metode penilaian,
asumsi, dan perkiraan yang digunakan dalam laporan, serta
perancangan, implementasi, pemeliharaan sistem, dan proses yang
relevan untuk penyusunan laporan.

Pasangan Calon Heri Saman, S.H., M.H. dan Vinsensius, S.Sos.,
M.M.A., juga bertanggung jawab atas kepatuhan terhadap peraturan
perundang-undangan terkait Dana Kampanye, sebagaimana yang
telah dinyatakan dalam Asersi Formulir 6 Asersi Atas Laporan

Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye tanggal 24 November

Aol 8

Tanggung Jawab Akuntan Publik
Tanggung jawab kami, Akuntan Publik, adalah untuk menyatakan

simpulan berupa pendapat dengan keyakinan memadai terhadap
Laporan Dana Kampanye tersebut berdasarkan prosedur-prosedur

yvang kami lakukan dan bukti-bukti yang kami peroleh. Kami

melakukan perikatan ini berdasarkan Standar Perikatan Asurans

3000 (Revisi 2022): “Perikatan Asurans selain Audit atau Reviu atas



Tanggung Jawab Akuntan Publik (lanjutan)

Informasi Keuangan Historis” yang ditetapkan oleh Institut Akuntan
Publik Indonesia. Standar tersebut mewajibkan kami untuk
memenuhi ketentuan Standar Pengendalian Mutu 1 dan Kode Etik
Profesi Akuntan Publik termasuk persyaratan independensi bagi
semua personel yang terlibat dalam Perikatan Asurans ini. Standar
tersebut juga mewajibkan kami untuk merencanakan dan
melaksanakan Perikatan Asurans secara memadai dalam mendukung
kesimpulan kami.

Seluruh personel profesional kami memilki kompetensi dan
pengalaman yang diperlukan dalam melaksanakan Perikatan Asurans
ini. Sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14
Tahun 2024, kami melaksanakan perikatan im selama 15 (lima belas)
hari kalender terhitung sejak kami menerima Laporan Dana

Kampanye Pasangan Calon Heri1 Saman, S.H., M.H. dan Vinsensius,

S.Sos., M.M.A., dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Landak.

Basis adanya Ketidakpatuhan
Pemeriksaan kami mengungkapkan adanya ketidakpatuhan material
berikut mi terhadap kriteria peraturan perundang-undangan yang
mengatur tentang Dana Kampanye dalam melaporkan dana kampanye
yang berlaku bagi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama
Her1i Saman, S.H., M.H. dan Vinsensius, S.Sos., M.M.A., selama
periode 23 September 2024 sampai dengan 23 November 2024, yaitu:
1. Pasangan Calon Heri Saman, S.H., M.H. dan Vinsensius, S.Sos.,
M.M.A., dalam penyampaian LPPDK, kelengkapan bukti
pendukung dan muatan informasi di dalam formulir LPPDK tidak
memenuhi ketentuan PKPU No.14 tahun 2024 Pasal 30 Pasal 1
huruf F dimana bukti — bukti pendukung dan muatan informasi
didalam formulir LPPDK pada poin penerimaan dan pengeluaran

yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.



Simpulan

Menurut opini kami, sebagaimana adanya ketidakpatuhan yang
dijelaskan di atas dalam semua hal yang material, Asersi Pasangan
Calon Heri Saman, S.H., M.H. dan Vinsensius, S.Sos., M.M.A., dalam
Laporan Dana Kampanye tersebut di atas, tidak patuh terhadap
kriteria yang berlaku sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024.

Pembatasan Penggunaan Laporan
Tanggung jawab kami dalam melakukan Perikatan Asurans ini hanya

kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Landak dan sesuai

dengan Surat Perjanjian yang telah disepakati. Oleh karena itu kami
tidak bertanggung jawab atas penggunaan laporan ini oleh pihak lain

dan/atau untuk tujuan lainnya.

KANTOR AKUNTAN PUBLIK
ANDI RUSWANDI WISNU & REKAN

fvask—

Wisnu Pujo Utomo, CPA
Nomor Register : AP.1425

Jakarta, 11 Desember 2024
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PERNYATAAN KEPATUHAN
PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI
TERHADAP
KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG MENGATUR MENGENAI
DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

Pendahuluan

Kami, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati HERI SAMAN, S.H.,.MH -
VINSENSIUS,S.Sos.,M.M.A (“Peserta Pemilihan”) sehubungan dengan kepatuhan
pengelolaan Dana Kampanye terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang
mengatur tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati
dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, dengan ini menyatakan:

Pernyaiaan Tanggung Jawab Kepatuhan Peserta Pemilihan terhadap Keteniuan
Peraturan Perundang-undangan yang Mengatur mengenai Dana Kampanye Peserfa
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan
Wakil Walikota Tahun 2024

Kami, sebagai Peserta Pemilihan, bertanggung jawab untuk memastikan bahwa pengelolaan
Dana Kampanye yang dilaksanakan oleh kami serta kebijakan dan prosedur terkait, sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Dana Kampanye
Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan
Wakil Walikota Tahun 2024 dan sejalan dengan kriteria yang berlaku sebagaimana diatur di
bawah ini.

Kriteria yang beriaku

Kriteria kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur
mengenai Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan
Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 terdiri dari:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati,
dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2.  Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan
Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);



3.  Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye
Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta
Walikota dan Wakil Walikota.

Konfirmasi dan representasi

Berikut ini kami mengonfirmasi bahwa selama Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2024

1. Kami telah mematuhi semua aspek peraturan perundang-undangan yang telah
disebutkan pada kriteria yang berlaku; dan

2.  Kami mengonfirmasi bahwa tidak ada kecurangan dan penyimpangan atas Pengelolaan
Dana Kampanye.

Pernyataan kepatuhan

Berdasarkan konfirmasi dan representasi yang kami berikan di atas, kami menyatakan sejauh
pengetahuan dan keyakinan kami bahwa menurut kami, pengelolaan Dana Kampanye
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 telah sesuai dengan Ketentuan Peraturan
Perundang-undangan yang mengatur mengenai Dana Kampanye Peserta Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota
Tahun 2024 yang dituangkan dalam Asersi atas Laporan Dana Kampanye terlampir.

Ngabang, 24 November 2024

PASANGAN
CALON BUPATI HERI SAMAN, SH., MH DAN
CALON WAKIL BUPATI VINSENSIUS, S.SOS., MMA

VINSENSIUS, 8.S0S., MMA
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ASERSI ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE

PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama

Alamat

Nomor Induk Kependudukan

Jabatan

2. Nama

Alamat

Nomor Induk Kependudukan

Jabatan

: HERI SAMAN , S.H., M.H.

- JLLPANGERAN AFANDI RANI

: 6108131207770001
. Calon Bupati

: VINSENSIUS | §.80s., M.M.A.
: GG.JUSTITIA DUSUN TUNGKUL

: 6108012201680002
. Calon Wakil Bupati

Dengan ini menyatakan kepatuhan kami terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-
Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14
Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, sebagai berikut:

PATUH/
NO HAL UNSUR KEPATUHAN PERATURAN TERKAIT TIDAK
PATUH
1 2 3 4 5
A. |Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK)
1. | Pembukaan a. Kami dan Perwakilan Partai Politik Pengusul membuka|Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2)| Patuh
RKDK pada Bank Umum atas nama Pasangan Calon|Peraturan KPU Nomor 14
dan terpisah dari rekening pribadi Pasangan Calon. tentang Dana Kampanye
Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubermur, Bupati dan Wakil
Bupati, Serta Walikota dan
Wakil Walikota
b. Kami membuka RKDK pada Bank Umum dimulai sejak|Pasal 12 ayat (7) Peraturan| Patuh

pendaftaran Pasangan Calon sampai dengan 1 (satu)
Hari sebelum masa Kampanye dimulai.

KPU Nomor 14 tentang Dana
Kampanye Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur, Bupati
dan Wakil Bupali, Serta
Walikota dan Wakil Walikota




PATUH/

NO HAL UNSUR KEPATUHAN PERATURAN TERKAIT TIDAK
PATUH
1 2 3 4 5
c. Kami membuka dan melaporkan hanya 1 (satu) nomor |Pasal 13 ayat (4) Peraturan| Patuh
RKDK kepada KPU Kabupaten. KPU Nomor 14 tentang Dana
Kampanye Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur, Bupati
dan Wakil Bupati Serta
Walikota dan Wakil Walikota
2. | Pengelolaan Kami menempatkan penerimaan Dana Kampanye yang|Pasal 11 ayat (2) Peraturan| Patuh
berbentuk uang pada RKDK terlebih dahulu sebelum|KPU Nomor 14 tentang Dana
digunakan untuk kegiatan Kampanye Pemilihan. Kampanye Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur, Bupati
dan Wakil Bupati Serta
Walikota dan Wakil Walikota
3. | Penutupan a. Kami menutup RKDK pada Bank Umum paling lambat 2 | Pasal 15 ayat (3) Peraturan Patuh
(dua) Hari setelah masa kampanye berakhir. KPU Nomor 14 tentang Dana
Kampanye Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur, Bupati
dan Wakil Bupati, Serta
Walikota dan Wakil Walikota
b. Kami menyampaikan surai pemyaiaan penutupan|{Pasal 15 ayat (6) Peraturan| Patuh
rekening khusus dana kampanye dari bank umum|KPU Nomor 14 tentang Dana
kepada KPU Kabupaten, paling lambat 2 (dua) Hari| Kampanye Pemilihan Gubernur
setelah masa Kampanye. dan Wakil Gubernur, Bupati
dan Wakil Bupali, Serta
Walikota dan Wakil Walikota
B. |Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)
1. [Muatan Informasi | Kami menyusun LADK yang memuat informasi: Pasal 26 ayat (1) Peraturan Patuh
a. RKDK; KPU Nomor 14 tentang
b. Saldo awal RKDK atau saldo pembukaan dan sumber|Dana Kampanye Pemilihan
perolehan; Gubernur dan Wakil Gubernur,
c. Saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo hasil| Bupati dan Wakil Bupati, Serta
penerimaan sumbangan dan pengeluaran untuk kegiatan| Walikota dan Wakil Walikota.
Kampanye apabila diterima sebelum  periode
pembukuan;
d. Catatan penerimaan dan pengeluaran Pasangan Calon
termasuk sebelum pembukaan RKDK;
e. Nomor pokok wajib pajak masing-masing Pasangan
Calon; dan
f. Bukti penerimaan dan pengeluaran vyang dapat
dipertanggungjawabkan.
2. | Pembukuan a. Kami menyusun LADK dengan Periode pembukuan yang| Pasal 26 ayat (2) Peraturan| Patuh

dimulai sejak pembukaan RKDK sampai dengan 1 (satu)
Hari sebelum waktu penyampaian LADK.

KPU Nomor 14 tentang Dana
Kampanye Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur, Bupati
dan Wakil Bupati, Serta
Walikota dan Wakil Walikota




PATUH/

NO HAL UNSUR KEPATUHAN PERATURAN TERKAIT TIDAK
PATUH
1 2 3 4 5
. Pembukuan Dana Kampanye terpisah dari terpisah dari|Pasal 21 ayat (6) Peraturan| Patuh
pembukuan Keuangan pribadi Pasangan| KPU Nomor 14 tentang Dana
Calon/pengurus/ anggota/personel Partai Politik Peserta| Kampanye Pemilihan Gubernur
Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilujdan Wakil Gubernur, Bupati
yang mengusulkan Pasangan Calon. dan Wakil Bupati, Serta
Walikota dan Wakil Walikota
. Pembukuan Dana Kampanye mencakup informasi|Pasal 21 ayat (7) Peraturan| Patuh
tentang bentuk dan jumlah penerimaan dan pengeluaran| KFU Nomor 14 tentang Dana
disertai bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat{ Kampanye Pemilihan Gubernur
dipertanggungjawabkan. dan Wakil Gubernur, Bupati
dan Wakil Bupati Serta
Walikota dan Wakil Walikota
. Pembukuan Dana Kampanye menjadi tanggung jawab |Pasal 21 ayat (8) Peraturan| Patuh
Pasangan Calon. KPU Nomor 14 tentang Dana
Kampanye Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur, Bupati
dan Wakil Bupati, Serta
Walikota dan Wakil Walikota
3. |Penyampaian . Kami menyampaikan LADK kepada KPU Kabupaten|Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2)| Patuh
Laporan dengan menginmkan data dan dokumen LADK yang|Peraturan KPU Nomor 14
diunggah melalui Sikadeka; tentang Dana Kampanye
Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati, Serta Walikota dan
Wakil Walikota
. Kami menyampaikan LADK 1 (satu) Hari sebelum masa |Pasal 31 ayat (2) Peraturan| Patuh
Kampanye, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat; |KPU Nomor 14 tentang Dana
Kampanye Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur, Bupati
dan Wakil Bupali Serta
Walikota dan Wakil Walikota
. Apabila terdapat perbaikan, maka kami menyampaikan|Pasal 31 ayat (3) dan ayat (4)| Patuh
LADK perbalkan kepada KPU Kabupaten melalui|Peraturan KPU Nomor 14
Sikadeka paling lambat 3 (tiga) Hari sejak menerimajtentang Dana  Kampanye
tanda pengembalian dan berita acara hasil pencermatan| Pemilihan Gubernur dan Wakil
dari KPU Kabupaten, paling lambat pukul 23.59 wakiu| Gubernur, Bupati dan Wakil
setempat. Bupati, Serta Walikota dan
Wakil Walikota
4. |Kelengkapan . Kami menyampaikan LADK secara lengkap yang terdiri Patuh

atas:

1) FORMULIR 1 LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE
(LADK);

2) FORMULIR 2 DAFTAR
SUMBANGAN DANA KAMPANYE;

3) FORMULIR 3 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN
DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE;

4) FORMULIR 4 DAFTAR PERSEDIAAN BARANG
DANA KAMPANYE;

PENERIMAAN




NO
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PATUH/
TIDAK
PATUH
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7)
8)

9)

1)

4)

9)

8)
9)

FORMULIR 5 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN
DAN PENGELUARAN DANA  KAMPANYE
SEBELUM PERIODE PEMBUKUAN LAPORAN

AWAL DANA KAMPANYE;

FORMULIR 6 SURAT PERNYATAAN TANGGUNG
JAWAB ATAS LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE
(LADK),

FORMULIR LDK-RELAWAN (apabila ada);

Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana
Kampanye;

Surat Pernyataan Penyumbang dari Partai Politik;

10) Surat Pernyataan Penyumbang dari Perseorangan;

11) Surat Pernyataan Penyumbang dari Badan Hukum

Swasta: dan

12) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi

pengeluaran.

b. Apabila LADK yang kami sampaikan dikembalikan oleh
KPU Kabupaten, maka kami melengkapi dan/atau
memperbaiki dokumen LADK dimaksud dengan LADK
perbaikan yang terdiri atas:

FORMULIR 1 LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE
(LADK) PERBAIKAN,;

FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN
SUMBANGAN DANA KAMPANYE;

FORMULIR 3 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN
DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE;

FORMULIR 4 DAFTAR PERSEDIAAN BARANG
DANA KAMPANYE;

FORMULIR 5 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN
DAN PENGELUARAN DANA  KAMPANYE
SEBELUM PERIODE PEMBUKUAN LAPORAN
AWAL DANA KAMPANYE;

FORMULIR 6 SURAT PERNYATAAN TANGGUNG
JAWAB ATAS LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE
(LADK);

Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana
Kampanye:

FORMULIR LDK RELAWAN (apabila ada);
Surat Pernyataan Penyumbang dari Partai Politik;

10) Surat Pernyataan Penyumbang dari Perseorangan;

11) Surat Pernyataan Penyumbang dari Badan Hukum

Swasta; dan

12) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan fransaksi

pengeluaran.

Laporan Pemberi Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)




PATUH/

NO HAL UNSUR KEPATUHAN PERATURAN TERKAIT TIDAK
PATUH
1 2 3 4 5
1. | Muatan Informasi | Kami menyampaikan LPSDK dari penyumbang kepada KPU | Pasal 28 ayat (2) Peraturan Patuh
Kabupaten yang memuat informasi: KPU Nomor 14
a. RKDK tentang Dana Kampanye
b. Jumiah sumbangan Dana Kampanye; Pemilihan Gubernur dan Wakil
c. Catatan penerimaan Pasangan Calon; Gubernur,Bupati dan
d. ldentitas penyumbang sebagaimana dimaksud dalam | Wakil Bupati, Serta Walikota
Pasal 8 ayat (3) dan ayat (4); dan Wakil Walikota
e. Nomor pokok wajib pajak masing-masing Pasangan
Calon;
f. Bukti penerimaan yang dapat dipertanggungjawabkan;
dan
g. Surat pernyataan penyumbang.
2. |Pembukuan a. Kami menyusun LPSDK dengan Periode pembukuan|Pasal 28 ayat (3) Peraturan| Patuh
yang dimulai 1 (satu) Han setelah penutupan pembukuan| KPU Nomor 14 tentang Dana
LADK sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum|Kampanye Pemilihan Gubernur
penyampaian LPSDK. dan Wakil Gubernur, Bupati
dan Wakl Bupati Seria
Walikota dan Wakil Walikota
b. Pembukuan Dana Kampanye terpisah dari pembukuan|Pasal 21 ayat (6) Peraturan| Patuh
keuangan pribadi Pasangan| KPU Nomor 14 tentang Dana
Calon/pengurus/anggota/persone! Partai Politik Peserta| Kampanye Pemilihan Gubernur
Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilujdan Wakil Gubernur, Bupati
yang mengusulkan Pasangan Calon. dan Wakil Bupati, Serta
Walikota dan Wakil Walikota
c. Pembukuan Dana Kampanye mencakup informasi|Pasal 21 ayat (7) Peraturan| Patuh
tentang bentuk dan jumlah penerimaan dan pengeluaran| KPU Nomor 14 tentang Dana
disertai bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat| Kampanye Pemilihan Gubernur
dipertanggungjawabkan. dan Wakil Gubernur, Bupati
dan Wakil Bupati, Serta
Walikota dan Wakil Walikota
d. Pembukuan Dana Kampanye menjadi tanggung jawab |Pasal 21 ayat (8) Peraturan| Patuh
Pasangan Calon. KPU Nomor 14 tentang Dana
Kampanye Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur, Bupati
dan Wakil Bupati Serta
Walikota dan Wakil Walikota
3. | Penyampaian a. Kami menyampaikan LPSDK kepada KPU Kabupaten|Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2)| Patuh
Laporan dengan mengirimkan data dan dokumen LPSDK yang|Peraturan KPU Nomor 14
diunggah melalui Sikadeka sesuai dengan jadwal, paling|tentang Dana  Kampanye

lambat pukul 23.59 waktu setempat.

Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati, Serta Walikota dan
Wakil Walikota




PATUH/

NO HAL UNSUR KEPATUHAN PERATURAN TERKAIT TIDAK
PATUH
1 2 3 = 9
b. Apabila terdapat perbaikan, maka kami menyampaikan|Pasal 32 ayat (4) Peraturan| Patuh
LPSDK perbaikan kepada KPU Kabupaten melaluil KPU Nomor 14 tentang Dana
Sikadeka paling lambat 1 (har) Hari sejak menerima| Kampanye Pemilihan Gubernur
tanda pengembalian dan berita acara hasil pencermatan|dan Wakil Gubernur, Bupati
dari KPU Kabupaten, paling lambat pukul 23.59 waktu|dan Wakil Bupati, Serta
setempat. Walikota dan Wakil Walikota
4. |Kelengkapan Kami menyampaikan LPSDK secara lengkap yang terdiri Patuh

alas:

1)

2)

3)

4)

o)

6)
7)
8)

9)

FORMULIR 1 LAPORAN  PENERIMAAN
SUMBANGAN DANA KAMPANYE (LPSDK);

FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN
SUMBANGAN DANA KAMPANYE;

FORMULIR 3 SURAT PERNYATAAN TANGGUNG
JAWAB  ATAS LAPORAN  PENERIMAAN
SUMBANGAN DANA KAMPANYE (LPSDK);

FORMULIR LDK-RELAWAN (apabila ada);

Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana
Kampanye;

Surat Pernyataan Penyumbang dan Partai Politik;
Surat Pernyataan Penyumbang dari Perseorangan;

Surat Pernyataan Penyumbang dari Badan Hukum
Swasta dan lampiran; dan

Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi
pengeluaran

b. Apabila LPSDK yang kami sampaikan dikembalikan oleh
KPU Kabupaten, maka kami melengkapi dan/atau
memperbaiki dokumen LPSDK dimaksud dengan LPSDK
perbaikan yang terdiri atas:

1)

2)

3)

4)
5)

PENERIMAAN
(LPSDK)

FORMULIR 1 LAPORAN

SUMBANGAN DANA  KAMPANYE
PERBAIKAN;

FORMULIR 2 DAFTAR
SUMBANGAN DANA KAMPANYE;

FORMULIR 3 SURAT PERNYATAAN TANGGUNG
JAWAB ATAS LAPORAN  PENERIMAAN
SUMBANGAN DANA KAMPANYE (LPSDK)
PERBAIKAN:

FORMULIR LDK-RELAWAN (apabila ada);

PENERIMAAN

Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana
Kampanye;

Surat Pernyataan Penyumbang dari Partai Politik;
Surat Pernyataan Penyumbang dari Perseorangan;

Surat Pernyataan Penyumbang dari Badan Hukum
Swasta dan lampiran; dan
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9) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi
pengeluaran.

Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)

Muatan Informasi

Kami menyusun LPPDK yang memuat informasi:

d.

D.

RKDK;

Saldo awal
perolehan;

atau saldo pembukaan dan sumber

Saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo hasil
penerimaan sumbangan dan pengeluaran untuk kegiatan
Kampanye apabila diterima sebelum  periode

pembukuan;

. catatan penerimaan dan pengeluaran Pasangan Calon

termasuk sebelum pembukaan RKDK;

Nomor pokok wajib pajak masing-masing Pasangan
Calon;

Bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat
dipertanggungjawabkan;

. Saldo akhir pada saat penutupan pembukuan LPPDK;

dan

Pasal 30 ayat (1) Peraturan
Komisi Pemilihan Umum

Nomor 14
Kampanye

tentang Dana

Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati, Serta Walikota dan
Wakil Walikota

Patuh

Pembukuan

Kami menyusun LPPDK dimulai 1 (satu) Hari setelah
penutupan pembukuan LADK dan ditutup pada saat
masa Kampanye berakhir.

Pasal 30 ayat (3) Peraturan
KPU Nomor 14 tentang Dana
Kampanye Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur, Bupati
dan Wakl Bupali, Serta
Walikota dan Wakil Walikota

Patuh

Pembukuan Dana Kampanye terpisah dari pembukuan
keuangan pribadi Pasangan
Calon/pengurus/anggota/personel Partai Politik Peserta
Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu
yang mengusulkan Pasangan Calon.

Pasal 21 ayat (6) Peraturan
KPU Nomor 14 tentang Dana
Kampanye Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur, Bupati
dan Wakil Bupati, Serta
Walikota dan Wakil Walikota

Patuh

Pembukuan Dana Kampanye mencakup informasi
tentang bentuk dan jumlah penerimaan dan pengeluaran
disertai bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat
dipertanggungjawabkan.

Pasal 21 ayat (7) Peraturan
KPU Nomor ...tentang Dana
Kampanye Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur, Bupati
dan Wakil Bupali, Serta
Walikota dan Wakil Walikota

Patuh

. Pembukuan Dana Kampanye menjadi tanggung jawab

Pasangan Calon.

Pasal 21 ayat (8) Peraturan
KPU Nomor 14 tentang Dana
Kampanye Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur, Bupati
dan Wakil Bupati, Serta
Walikota dan Wakil Walikota

Patuh




NO
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2

3

4

Penyampaian
Laporan

a. Kami menyampaikan LPPDK kepada KPU Kabupaten
dengan menginmkan data dan dokumen LPPDK yang
diunggah melalui Sikadeka.

Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2)
Peraturan KPU Nomor 14
tentang Dana Kampanye
Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati, Serta Walikota dan
Wakil Walikota

Patuh

b. Kami menyampaikan LPPDK paling lambat 1 (satu) hari
setelah masa Kampanye berakhir, paling lambat 23.59
waktu setempat.

Pasal 33 ayat (2) Peraturan
KPU Nomor 14 tentang Dana
Kampanye Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur, Bupati
dan Wakil Bupati, Serta
Walikota dan Wakil Walikota

Patuh

c. Apabila terdapat perbaikan, maka kami menyampaikan
LPPDK perbaikan kepada KPU Kabupaten melalui
Sikadeka paling lambat 1 (hari) Hari sejak menerima
tanda pengembalian dan berita acara hasil pencermatan
dari KPU Kabupaten, paling lambat pukul 23.59 waktu
setempat.

Pasal 33 ayat (5) Peraturan
KPU Nomor 14 tentang Dana
Kampanye Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur, Bupati
dan Wakil Bupali, Serta
Walikota dan Wakil Walikota

Patuh

Kelengkapan

Kami menyampaikan LPPDK secara lengkap yang terdiri
atas:

1) FORMULIR 1 LAPORAN PENERIMAAN
PENGELUARAN DANA KAMPANYE (LPPDK);

2) FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN
SUMBANGAN DANA KAMPANYE;

3) FORMULIR 3 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN
DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE;

4) FORMULIR 4 DAFTAR PERSEDIAAN BARANG
DANA KAMPANYE;

5) FORMULIR 5 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN
DAN  PENGELUARAN DANA  KAMPANYE

SEBELUM PERIODE PEMBUKUAN LAPORAN
PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA

KAMPANYE:

6) FORMULIR 6 ASERSI ATAS LAPORAN
PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA
KAMPANYE (LPPDK);

7) FORMULIR LDK-RELAWAN (apabila ada),
8) Surat Pernyataan Penyumbang dan Partai Politik;

DAN

9) Surat Pemyataan Penyumbang dan Perseorangan;

10) Surat Pernyataan Penyumbang dari Badan Hukum
Swasta dan lampiran; dan

11) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana
Kampanye;

12) Surat Pernyataan dari Bank Umum yang
menyatakan bahwa rekening Pasangan Calon
bersangkutan telah ditutup; dan

Patuh
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PERATURAN TERKAIT

PATUH/
TIDAK
PATUH
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13) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi
pengeluaran.

b. Apabila LPPDK yang kami sampaikan dikembalikan oleh

KPU Kabupaten, maka kami melengkapi dan/atau

memperbaiki dokumen LPPDK dimaksud dengan LPPDK
perbaikan yang terdiri atas:

1) FORMULIR 1 LAPORAN PENERIMAAN DAN
PENGELUARAN DANA KAMPANYE (LPPDK)
PERBAIKAN;

2) FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN
SUMBANGAN DANA KAMPANYE;

3) FORMULIR 3 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN
DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE;

4) FORMULIR 4 DAFTAR PERSEDIAAN BARANG
DANA KAMPANYE;

5) FORMULIR 5 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN
DAN  PENGELUARAN  DANA  KAMPANYE
SEBELUM PERIODE PEMBUKUAN LAPORAN
PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA

KAMPANYE;

6) FORMULIR 6 ASERSI ATAS LAPORAN
PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA
KAMPANYE (LPPDK) PERBAIKAN;

7) FORMULIR LDK-RELAWAN (apabila ada);
8) Surat Pernyataan Penyumbang darn Partai Politik;
9) Surat Pernyataan Penyumbang dari Perseorangan;

10) Surat Pernyataan Penyumbang dari Badan Hukum
Swasta dan lampiran; dan

11) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana
Kampanye;

12) Surat Pernyataan dari Bank Umum vang
menyatakan bahwa rekening Pasangan Calon

bersangkutan telah ditutup; dan

13) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi
pengeluaran.

Ketentuan Lainnya

Sumber Dana
Kampanye

Kami menerima Dana Kampanye yang diperoleh dari:

d.

sumbangan Partai Politik dan/atau Gabungan Partai
Politik yang mengusulkan Pasangan Calon; (khusus
untuk Pasangan Calon yang diusulkan Partai Politik atau
Gabungan Partai Politik)

sumbangan Pasangan Calon; dan/atau

sumbangan pihak lain yang tidak mengikat yang meliputi
sumbangan perseorangan dan/atau badan hukum
swasta.

Pasal 6 ayat (2) Peraturan

KPU Nomor 14 tentang Dana
Kampanye Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur, Bupali
dan Wakil Bupati, Serta
Walikota dan Wakil Walikota

Patuh
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3
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Pembatasan/
Kesesuaian
Sumbangan

Kami mematuhi jumiah maksimal batasan penerimaan
sumbangan yang mencakup uang, barang dan/atau jasa
yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk diskon
pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran
transaksi secara umum dan kami laporkan dalam LADK,
LPSDK, dan LPPDK. Rincian pembatasan maksimal
sumbangan sebagai berikut:

a. Dana Kampanye vyang berasal dari pihak lain
perseorangan paling banyak Rp75.000.000,00 (tujuh
puluh lima juta rupiah) selama masa Kampanye.

b. Dana Kampanye yang berasal dari badan hukum swasta
paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh
juta rupiah) selama masa Kampanye.

Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2)
Peraturan KPU Nomor 14
tentang Dana Kampanye
Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati, Serta Walikota dan
Wakil Walikota

Patuh

Sumbangan yang
Dilarang

Kami tidak menggunakan dana dar sumbangan yang
dilarang, Apabila kami menerima sumbangan yang dilarang
maka kami mematuhi ketentuan sebagai berikut:

a. Tidak menggunakan sumbangan tersebut;

b. Melaporkan sumbangan yang dilarang tersebut kepada
KPU Kabupaten; dan

c. Menyerahkan sumbangan tersebut ke kas Negara paling
lambat 14 (empat belas) Hari setelah masa Kampanye
berakhir.

Pasal 73 Peraturan KPU
Nomor 14 tentang Dana
Kampanye Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur, Bupati
dan Wakl Bupati, Seria
Walikota dan Wakil Walikota

Patuh

Pengeluaran
Dana Kampanye

Kami mencatat dan membukukan seluruh pengeluaran
Dana Kampanye untuk pembiayaan aktivitas Kampanye,
pembayaran hutang, dan pengeluaran lain-lain, yang dinilai
berdasarkan harga pasar yang wajar.

Catatan:

a) Pembiayaan aklivitas Kampanye termasuk pembelian
barang dan/ atau pembayaran jasa.

b) Pembayaran hutang merupakan pembayaran atas
hutang Pasangan Calon yang timbul dari pembelian
barang dari pihak lain dan menjadi tanggung jawab
Pasangan Calon yang bersangkutan.

c) Dana Kampanye tidak dapat digunakan untuk membiayai
saksi Pasangan Calon dalam pemungutan dan
penghitungan suara.

Patuh

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

CALON BUPATI

NGABANG, 24 November 2024

CALON WAKIL BUPATI
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SURAT PERNYATAAN INDEPENDENSI D
KANTOR AKUNTAN PUBLIK



Andi Ruswandi Wisnu & Rekan .
Sastra Graha Lt § R 509 K%DIAN
JI, Raya Pejuangan 21, Kebon Jeruk 14

Jakarta Barat, Indonesia 11530
Phone : 021-5364804 Fax : 021-5364841 INTERMATIONAL ASSURANCE NETWORK

SURAT PERNYATAAN INDEPENDENSI
KANTOR AKUNTAN PUBLIK

Pada hari ini, Rabu tanggal Sebelas bulan Desember tahun dua ribu dua puluh
empat, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Kantor Akuntan Publik :  Andi Ruswandi Wisnu & Rekan
Nomor Register Akuntan Publik : AP. 1375
Alamat Kantor :  Gedung Sastra Graha Lantai 5 Suite 509

Jl. Raya Pejuangan 21 Kebon Jeruk
Jakarta Barat 11530
Nama Akuntan Publik : 1). Andi Ruswandi, CPA
2). Wisnu Pujo Utomo, CPA
3). Arum Meliana, CPA

Dengan ini menyatakan bahwa Kantor Akuntan Publik kami:

1. tidak mempunvai hubungan khusus atau afiliasi dengan Pasangan Calon
Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Partai Politik atau Gabungan Partai
Politik;

2. bukan sebagai Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, pegawai
Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU
Kabupaten/Kota;

3. berdomisili di tempat yang sama dengan tempat kedudukan KAP atau
domisili kami masih dalam jarak tempuh vang normal dalam hubungan kerja
sehari-hari;

4. tidak terlibat sebagai Tim Kampanye atau petugas Kampanye Pasangan Calon
Bupati dan Wakil Bupati; dan

5. tidak terlibat dalam penggalangan dana atau pengeluaran uang atau
penyimpanan kekayaan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati.

/

Andi Ruswandi, CPA Wisnu Pujo Utomo, CPA Arum Mejiana, CPA
Akuntan Publik Akuntan Publik Akuntan Publik




SURAT PERNYATAAN INDEPENDENSI E
AKUNTAN PUBLIK



Andi Ruswandi Wisnu & Rekan - -w
A it e ‘l"’-sf@-lAN

Jakarta Barat, Indonesia 11530
Phone : 021-5364804 Fax : 021-5364841 INTERNATIONAL ASSURANCE NETWORK

SURAT PERNYATAAN INDEPENDENSI
AKUNTAN PUBLIK

Pada harn ini, Rabu tanggal sebelas bulan Desember tahun dua ribu dua puluh
empat, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Kantor Akuntan Publik : Andi Ruswandi Wisnu & Rekan
Nama Akuntan Publik : Wisnu Pujo Utomo

Nomor Register Akuntan Publik : AP.1425

Nama Ketua Tim : Fika Trya Ramadhani

Nama Anggota Tim : 1. Ali Fikri

2. Slamet Hidayat

Dengan ini kami menyatakan bahwa:

1. tidak mempunyai hubungan khusus atau afiliasi dengan Pasangan Calon
Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Partai Politik atau Gabungan Partai
Politik;

2. bukan merupakan anggota dari Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau
(Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon
atau Tim Kampanye Pasangan Calon;

3. bukan sebagai Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, pegawai
Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU
Kabupaten/Kota;

4. berdomisili di tempat yang sama dengan tempat kedudukan KAP atau
domisili kami masih dalam jarak tempuh yang normal dalam hubungan kerja
sehari-hari,

S. tidak terlibat sebagai Tim Kampanye atau petugas Kampanye Pasangan Calon
Bupati dan Wakil Bupat;;

6. tidak terlibat dalam penggalangan dana atau pengeluaran uang atau
penyimpanan kekayaan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati; dan

7. AP yang melakukan audit tidak berstatus sebagai aparatur sipil negara.

Wisnu Pujo Utomo, CPA Fika Trya Ramadhani Ali Fikri Slamet Hidayat
Akuntan Publik Ketua Tim Anggota Tim Anggota Tim

Andl Ruswana Wisnu & Rekan

Registered Fublic Accountants
Audit - Tax - System - Management Consultan! arwr.co.d
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A. FORMULIR 1 LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE
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PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN LANDAK
PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI
HERI SAMAN , S.H., M.H. - VINSENSIUS , S.SOS., M.M.A.

LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE
Periode 23 September 2024 s/d 23 September 2024

BENTUK DANA KAMPANYE
NOMOR AKTIVITAS
UANG (Rp) BARANG (Rp) JASA (Rp)
A.1 | Penerimaan sebelum periode 0 0 0
pembukuan
A.2 | Penerimaan sumbangan
1. Pasangan Calon 0 0 0
2. Partai Politik atau Gabungan 0 0 0
Partal Politik
3. Sumbangan Pihak Lain 0 0 0
Perseorangan
4, Sumbangan Pihak Lain Badan 0 0 0
Hukum Swasta
JUMLAH PENERIMAAN 0 0 0
SUMBANGAN
A.3 | Penerimaan Lain-Lain
1. Bunga Bank 0 0 0
JUMLAH PENERIMAAN LAIN- 0 0 0
LAIN
A4 | Penerimaan Barang Hasil
Pembelian

file:///C/Users/MS| MODERNA/Downloads/LADK_Formulir_1_24-08-2024T23.08.06 htmi
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BENTUK DANA KAMPANYE
NOMOR AKTIVITAS
UANG (Rp) BARANG (Rp) JASA (Rp)
1. Penerimaan Barang Hasil 0 0 0
Pembuatan Bahan/Design
dan/atau Alat Peraga Kampanye
2. Barang Diterima Dimuka Hasil 0 0 0
Pembuatan Bahan/Design
dan/atau Alat Peraga Kampanye
JUMLAH PENERIMAAN 0 0 0
BARANG HASIL PEMBELIAN
TOTAL PENERIMAAN 0 0 0
B Pengeluaran sebelum periode 0 0 0
pembukuan
B.1 | Pengeluaran
1. Rapat Umum 0 0 0
2. Pertemuan Terbatas 0 0 0
Pertemuan Tatap Muka dan 0
Dialog
4, Pembuatan/Produksi |klan di 0 0 0
Media Massa Cetak, Media
Massa Elektronik, Media Sosial,
dan Media Dalam Jaringan
0. Pembuatan Bahan/Design 0 0 0
dan/atau Alat Peraga Kampanye
6. Penyebaran Bahan Kampanye 0 0 0
Kepada Umum
[ Pemasangan Alat Peraga 0 0 0
Kampanye
8. Kegiatan Lain yang Tidak 0 0 0
Melanggar Larangan Kampanye
dan Peraturan Perundang-
undangan
9. Pengeluaran Lain-lain
a. Administrasi Bank 0 0 0
b. Pembelian Aset 0 0 0
c. Pembelian Peralatan 0 0 0
d. Pembelian Perlengkapan 0 0 0
Kantor
e. Pembayaran Utang 0 0 0
Pembelian Barang
f. Pengeluaran Lain 0 0 0

file:///C/Users/MS| MODERNA/Downloads/LADK_Formulir_1_24-08-2024T23.08.06 htmi
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BENTUK DANA KAMPANYE
NOMOR AKTIVITAS
UANG (Rp) BARANG (Rp) JASA (Rp)
TOTAL PENGELUARAN 0 0 0
C Utang
1. Utang Pembelian Barang 0 0 0
D Saldo
1. Kas di Rekening Khusus Dana 0 0 0
Kampanye
2. Kas di Bendahara 0
3 Barang 0 0
BANK KALBAR CABANG
NGABANG, 24 September 2024
CALON ?UP&TI CALON WJ?KIL BUPATI

>

( VINSENSIUS | S.Sos., MMM.A.)




A. FORMULIR 1 LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE (LPSDK)

FatAa DOLRAR

PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN LANDAK
PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI
HERI SAMAN , S.H., M.-H. - VINSENSIUS , S.50S., M.M.A.

LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE
Periode 24 September 2024 s/d 23 Oktober 2024

BENTUK DANA KAMPANYE
NOMOR AKTIVITAS
UANG (Rp) BARANG (Rp) JASA (Rp)
A.1 | Penerimaan sumbangan
Pasangan Calon 214.500.000 0
2. Partai Politik atau Gabungan Partai 0 0 0
Politik
3 Sumbangan Pihak Lain Perseorangan
4. Sumbangan Pihak Lain Badan Hukum
Swasta
JUMLAH PENERIMAAN SUMBANGAN 214.500.000 0 0

CALON BUPATI

( HERI SAMAN , S.H., M.H.)

YERI SAMAN
VINSENSIUS

IR AR LR ANDAN =AU

NGABANG, 24 Oktober 2024
CALON WAKIL BUPATI

( VINSENSIUS | 5.50s., MM.A.)




A. FORMULIR 1 LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
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PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN LANDAK

PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI
HERI SAMAN , S.H., M.H. - VINSENSIUS , S§.S0S., M.M.A.

LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
Periode 24 September 2024 s/d 23 November 2024

BENTUK DANA KAMPANYE
NOMOR AKTIVITAS
UANG (Rp) BARANG (Rp) JASA (Rp)
A.1 | Penerimaan sebelum periode 5.000.000 0 0
pembukuan
A2 |Penerimaan sumbangan
1. Pasangan Calon 414.500.000 0
2. Partai Politik atau Gabungan Partai 0 0
Politik
Sumbangan Pihak Lain Perseorangan 0 0
Sumbangan Pihak Lain Badan Hukum
Swasta
JUMLAH PENERIMAAN SUMBANGAN 414.500.000 0 0
A3 | Penerimaan Lain-Lain
T Bunga Bank 29.722.24 0
JUMLAH PENERIMAAN LAIN-LAIN 29.722,24
A4 | Penerimaan Barang Hasil Pembelian
1. Penerimaan Barang Hasil Pembuatan 0 0 0
Bahan/Design dan/atau Alat Peraga
Kampanye
2. Barang Diterima Dimuka Hasil 0 0 0
Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat
Peraga Kampanye
JUMLAH PENERIMAAN BARANG 0 0 0
HASIL PEMBELIAN
TOTAL PENERIMAAN 419.529.722 24 0 0
B Pengeluaran sebelum periode 4.000.000 0 0
pembukuan




BENTUK DANA KAMPANYE

NOMOR AKTIVITAS
UANG (Rp) BARANG (Rp) JASA (Rp)
B.1 |Pengeluaran
1. | Rapat Umum 198.983.000 0 0
2. Pertemuan Terbatas 0 0 0
3 Pertemuan Tatap Muka dan Dialog 2.485.000 0 0
4. Pembuatan/Produksi lklan di Media 0 0 0

Massa Cetak, Media Massa Elektronik,
Media Sosial, dan Media Dalam Jaringan

5. Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat 0 0 0
Peraga Kampanye

6. Penyebaran Bahan Kampanye Kepada 0 0 0
Umum

Pemasangan Alat Peraga Kampanye

Kegiatan Lain yang Tidak Melanggar
Larangan Kampanye dan Peraturan
Perundang-undangan

9. Pengeluaran Lain-lain
a. Administrasi Bank 15.844 45 0 0
b. Pembelian Aset 0 0 0
c. Pembelian Peralatan 0 0 0
d. Pembelian Perlengkapan Kantor 0 0 0
e. Pembayaran Utang Pembelian 0 0 0
Barang
f. Pengeluaran Lain 214.000.000 0 0
TOTAL PENGELUARAN 419.483.944 45 0 0
C Utang
Utang Pembelian Barang 0 0 0
D Saldo
1. Kas di Rekening Khusus Dana 45.777.79 0 0
Kampanye
Kas di Bendahara
Barang 0 0

NGABANG., 24 November 2024
CALON WAKIL BUPATI

=RI SAMAN /
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DASAR PENUNJUKAN DAN RUANG
LINGKUP PENUGASAN KAP

G



KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LANDAK
Jalan Raya Ngabang - Pontianak Km. 3

Call Center : 0858 0463 5598 E-mail : kab_landak@kpu.go.id
SATUAN KERJA : KPU KABUPATEN LANDAK
- SURAT PERINTAH KERJA (SPK) [ NOMOR SPK : 37/KU.3.2-SPK.PILKADA/6108/1/2024
TANGGAL SFK : 27 NOVEMBER 2024
* NAMA : ISHAK ROBERTOQ RAHAIL, S.H.
Nama Pejabat Pembuat UNIT KERJA . KPU KABUPATEN LANDAK
Rombmen; ALAMAT : J1. Raya Ngabang — Pontianak Km. 3
NAMA : WISNU PUJO UTOMO, CPA
JABATAN : Rekan Perikatan
Natma Penysdiu PERUSAHAAN : KAP Andi Ruswandi Wisnu & Rekan
ALAMAT : Sastra Graha Lt.5 R.509
JIn. Raya Pejuangan No.21
; Kebon Jeruk, Jakarta Barat
PAKET PENGADAAN :

Pengadaan Jasa Kantor Akuntan Publik Audit Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Heri
Saman, S.H, M.H -~ Vinsensius, 8.S0s, M.M.A Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Landak Tahun
2024

SUMBER DANA: Dibebankan pada Anggaran DIPA APBN-Hibah Langsung Dalam Negeri KPU
Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2024
untuk mata anggaran CQ.6639.BDB.001.051.0A.522131

Nilai Kontrak adalah sebesar Rp61.751.520,~ (Enam Puluh Satu Juta Tujuh ratus Lima Puluh
Satu Ribu Lima Ratus Dua Puluh Rupiah)

Jenis Kontrak Satuan dan Lumpsum
Daftar Kuantitas dan Harga

BIAYA FERSONIL
TIM KERJA [JUMUAH | BIAYA per | HARI xé“%ﬁ TOTAL JAM KERJA JUMLAH
PERSONIL|  JAM  |KERJA| ,do
AP 1 1.480.000 3 3 3 x 3§ = 9 Rp13.320.000
o i 165.000 | 8 4 |8 x 4 = 32 | Rp 5280.000|
ol 97000 | 15 | 8 |15 x 8 = 120 | Rp23.280.000
JUMLAH Rp41.880.000
Biaya NON Personil
.. NO KETERANGAN JUMLAH
ATK Rp 500.000
Vi Pencetakan Laporan Rp 500.000
Akomodasi dan Transportasi Rp12.752.000
JUMLAH Rp 15.752.000




JUMLAH Rp55.632.000
PPN 11% Rp 6.119.520
TOTAL Rp61.751.520

Terbﬂang Enam Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Satu Ribu Lima Ratus Dua Puluh
Rupiah

WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN: 27 November 2024 s.d 11 Desember 2024 (15 hari)
Kalender.

Untuk dan atas nama Untuk dan atas nama Penyedia
KPU K.abupaten Landak KAP Andi Ruswandi Wisnu & Rekan

. .#_:,:} - Q.,#,: S
ISHAK ROBERT@?RAH.@TL S.H Wisnu Pujo Utomo. CPA
NIP. 19860204 200912 1 002 Rekan Perikatan




SYARAT UMUM
SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

LINGKUP PEKERJAAN

Penyedia yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam Ruang

lingkup pekerjaan dalam perjanjian ini adalah:

a. Perencanaan Audit Laporan Dana Kampanye;

b. Pelaksanaan Pekerjaan Audit Dana Kampanye Pasangan Calon HERI SAMAN, S.H.,
M.H. - VINSENSIUS, S.Sos., M.M.A Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Landak Tahun
2024;

¢. Pelaporan Hasil Audit Laporan Dana Kampanye.

METODE PELAKSANAAN PEKERJAAN
Pelaksanaan Audit mengacu dan berpedoman pada Keputusan KPU Nomor 1616 Tahun

2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Audit Laporan Dana Kampanye Peserta
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan
Wakil Walikota, dengan garis besar sebagai berikut namun tidak terbatas pada:
A. LINGKUP PEKERJAAN

Penyedia Jasa Kantor Akuntan Publik mempunyai ruang lingkup pekerjaan meliputi:

1)

PERENCANAAN AUDIT LAPORAN DANA KAMPANYE

AP dan tim audit harus merencanakan perikatan sedemikian rupa sehingga
perikatan tersebut dapat dilaksanakan secara efekfif. Perencanaan yang memadai
membantu AP untuk mencurahkan perhatian yang tepat pada area yang penting
dalam perikatan, mengidentifikasi potensi masalah secara tepat waktu, serta
mengorganisasi dan mengelola perikatan dengan baik agar perikatan dapat
dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Perencanaan yang memadai juga membantu AP dan tim audit untuk
mengalokasikan pekerjaan dengan baik kepada anggota tim perikatan, serta
memfasilitasi arah, supervisi, dan penelaahan pekerjaan angeota tim. Sifat dan
luas aktivitas perencanaan akan bervariasi sesuai dengan kondisi perikatan. Faktor
yang dipertimbangkan oleh AP dan fim audif dalam perencanaan perikatan
asurans meliputi:

a) karakteristik perikatan yang mendefinisikan ruang lingkupnya, termasuk
ketentuan perikatan serta karakteristik hal pokok pendasar dan kriteria;

b) saat dan sifat yang diekspektasikan atas komunikasi yang diharuskan;

¢) hasil dari pelaksanaan penerimaan perikatan dan, jika dapat diterapkan,
apakah pengetahuan yang diperoleh dari perikatan lain yang dilakukan
untuk pihak atau para pihak yang tepat oleh rekan perikatan adalah relevan;

d) proses perikatan; '

¢) pemahaman AP dan tim audit atas Laporan Dana Kampanye, termasuk risiko
bahwa informasi hal pokok dapat mengandung kesalahan penyajian material;

f) pengidentifikasian pengguna yang dituju dan kebutuhan informasinya, serta
pertimbangan materialitas dan komponen risiko perikatan;

8 sejauh mana risiko kecurangan relevan dengan perikatan;

h) sifat, saat dan luas sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan
perikatan, seperti ketentuan personel dan keahlian, termasuk sifat dan luas
keterlibatan pakar tersebut; dan
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1) Dampak dari fungsi audit internal terhadap perikatan.

AP dan tim audit harus merencanakan dan melaksanakan suatu perikatan

dengan sikap skeptisisme profesional yang menyadari bahwa kondisi yang tidak
biasa dapat terjadi yang menyebabkan terjadinya kesalahan penyajian material
dalam informasi hal pokok. Sikap skeptisisme profesional berarti AP dan tim audit
membuat penilaian kritis, dengan pikiran yang selalu mempertanyakan tentang
validitas bukti yang diperoleh dan waspada terhadap bukti yang kontradiktif atau
menimbulkan pertanyaan tentang keandalan dokumen afau representasi yang
diberikan oleh pihak yang bertanggung jawab.

Perencanaan audit meliputi kegiatan penilaian risiko, pemerolehan

pemahaman atas persyaratan kepatuhan tertentu.

a)

b)

Penilaian Risiko

Dalam perikatan untuk memeriksa Asersi Peserta Pemilu tentang
kepatuhan terhadap ketentuan Dana Kampanye, AP dan tim audit berusaha
untuk memperoleh keyakinan memadai bahwa Asersi Peserta Pemilu
disajikan secara wajar dalam semua hal yang material berdasarkan kriteria
yang ditetapkan. Hal ini dilakukan dengan mendesain pemeriksaan untuk
mendeteksi, baik kefidakpatuhan yang fidak disengaja maupun yang
disengaja yang material untuk Asersi Peserta Pemilu. Keyakinan absolut tidak
dapat dicapai karena faktor seperti perlunya pertimbangan, pengeunaan
sampling dan keferbatasan bawaan pengendalian internal terhadap
kepatuhan serta karena banyak bukti yang fersedia bagi AP dan fim audit
bersifat persuasif, bukan konklusif.

Begitu juga prosedur yang efektif untuk mendeteksi ketidakpatuhan yang
tidak disengaja kemungkinan tidak efektif untuk mendeteksi ketidakpatuhan
yang disengaja dan disembunyikan melalui persekongkolan antara Peserta
Pemilu dengan pihak ketiga. Oleh karena itu, penemuan terdapat
ketidakpatuhan material tidak menjadi bukti tidak memadainya
perencanaan, pelaksanaan, atau pertimbangan AP dan tim audit.

AP dan tim audit harus mengurangi risiko perikatan asurans ke suatu
tingkat rendah yang dapat diterima sesuai dengan kondisi perikatan. Risiko
perikatan asurans merupakan risiko yang timbul sebagai akibat AP dan tim
audit menyaftakan kesimpulan yang tidak tepat ketika terjadi kesalahan
penyajian material atas hal pokok. Risiko bahwa terdapat kesalahan
penyajian material atas informasi hal pokok ini terdiri dari risiko inheren,
risiko pengendalian, dan risiko deteksi.

Pemerolehan Pemahaman atas Persyaratan Kepatuhan Tertentu

AP dan tim audit harus memperoleh pemahaman tentang persyaratan
tertentu yang terdapat dalam Asersi Peserta Pemilu tentang kepatuhan. Untuk
memperoleh pemahaman sebagaimana dimaksud di atas, AP dan tim audit

harus mempertimbangkan beberapa hal, antara lain:
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c)

1) ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai
pedoman audit yang melandasi persyaratan kepatuhan terhadap
ketentuan Dana Kampanye;

2) pengetahuan fenfang persyaratan kepatuhan tertentu yang diperoleh
dart perminfaan keterangan dengan personel kunci di dalam Peserta
Pemilu; dan

3) pengetahuan fentang persyaratan kepafuhan tertentu yang diperoleh
dari perminfaan keterangan dengan personel kunci di luar Peserta
Pemilu (seperti pihak pengatur KPU, KPU Provinsi atau KPU
Kabupaten/Kota).

AP dan hm audit harus memperoleh suatu pemahaman tentang hal
pokok dan kondisi lainnya dari perikatan, yang memadai untuk
mengidentifikasi dan menilat risiko kesalahan penyajian material dalam
informasi hal pokok, dan yang memadai untuk merancang dan melakukan
prosedur pengumpulan bukti lebih lanjut.

Pemerolehan suatu pemahaman tentang hal pokok pendasar dan kondisi
perikatan lain menyediakan kerangka acuan bagi AP dan tim audit untuk
menerapkan pertimbangan profesional selama perikatan, sebagai contoh
ketika:

1) mempertimbangkan karakteristik hal pokok;

2) menilai kesesuaian kriteria;

3) mempertimbangkan faktor-faktor yang, menurut pertimbangan
profesional AP dan fim audit, signifikan dalam mengarahkan upaya tim
perikatan, termasuk ketika pertimbangan khusus diperlukan; sebagai
contoh, kebutuhan akan kemampuan khusus atau pekerjaan seorang
pakar;

4) menetapkan dan mengevaluasi secara terus menerus mengenai
ketepatan tingkat materialifas kuantitatif (jika relevan), dan
mempertimbangkan faktor materialitas kualitatif;

5) mengembangkan ekspektasi ketika melakukan prosedur analitis;

6) merancang dan melaksanakan prosedur; dan

7) mengevaluasi bukti, termasuk kewajaran representasi lisan dan tertulis
vang diterima oleh AP dan fim audit.

AP dan fim audit harus menilai kesesuaian kriteria untuk mengevaluasi
atau mengukur hal pokok. Kriferia merupakan pembanding yang digunakan
untuk mengevaluasi atau mengukur hal pokok, termasuk jika relevan,
pembanding untuk penyajian dan pengungkapan. Dalam pelaporan
perikatan asurans, kerangka kepatuhan kriferia yang digunakan yaitu
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana
Kampanye Pemilthan Umum.

Materialitas
Dalam pemeriksaan atas Asersi Peserta Pemilu tentang kepatuhan Peserta
Pemilu terhadap persyaratan ketentuan Dana Kampanye, AP dan tim audit
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harus mempertimbangkan materialitas dan risiko perikatan asurans ketika
merencanakan dan melaksanakan suatu Perikatan Asurans.

AP dan tim audit harus mempertimbangkan materialitas ketika
perencanaan dan pelaksanaan perikatan asurans, termasuk ketika penentuan
sifat, saat, dan luas prosedur, dan pengevaluasian apakah informasi hal pokok
bebas dan kesalahan penyajian material.

Tingkat kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan memiliki
nilai kepentingan yang tinggi, sehingga pelanggaran terhadap peraturan
perundang-undangan dalam konteks faktor kuanfifatif dan kualitatif, seperti
besaran yang relatif, sifat, saat, dan luas pengaruh faktor tersebut berapapun
nilai nominalnya, berdampak langsung terhadap kepatuhan laporan Dana
Kampanye Peserta Pemilu. Pengguna Laporan Dana Kampanye memiliki
kepentingan yang tinggi terhadap masalah legalitas dan ketaatan pada
ketentuan yang berlaku (aspek kepatuhan).

Batasan materialitas pemeriksaan laporan Dana Kampanye cenderung
lebih konservatif daripada pemeriksaan laporan keuangan, karena laporan
Dana Kampanye lebih mementingkan pengujian terhadap legalitas dan
ketaatan terhadap ketentuan yang berlaku.

2) PELAKSANAAN PEKERJAAN
a) Representasi Tertulis

AP dan tim audit harus memperoleh representasi dari Peserta Pemilu.
Konfirmasi fertulis dari representasi lisan menurunkan kemungkinan
kesalahpahaman antara AP dan tim audit dan pihak atau para pihak yang
tepat. Secara khusus AP dan tim audit meminta suatu representasi tertulis
mengenai pengevaluasian atau pengukuran hal pokok dibandingkan dengan
kriteria yang dudentifikasi, dan akan disediakan sebagai suatu Asersi kepada
pengguna yang dituju. Ketiadaan representasi tertulis dapat mengakibatkan
suatu kesimpulan dengan pengecualian atau tidak menyatakan kesimpulan
berdasarkan suatu pembatasan dalam ruang lingkup perikatan. AP dan fim
audit juga dapat mencantumkan suatu pembatasan atas penggunaan laporan
asurans.

b) Pemerolehan Bukti

AP dan tim audit harus memperoleh bukti yang cukup dan tepat
sebagai basis untuk menyatakan kesimpulan. Kecukupan adalah ukuran
knantitas bukti. Ketepatan adalah ukuran kualitas bukii, yaitu relevansi dan
keandalan bukfi tersebut. AP dan tim audit mempertimbangkan hubungan
antara biaya untuk memperoleh bukii dengan manfaat informasi yang
diperoleh.

AP dan tim audit menggunakan pertimbangan profesional dan
skeptisisme dalam mengevaluasi kuantitas dan kualitas bukti, yaitu
kecukupan dan ketepatan bukti tersebut untuk mendukung laporan asurans.
Adanya keterbatasan wakiu dan sumber daya dalam pelaksanaan audit atas
Laporan Dana Kampanye dapat memengaruhi pertimbangan profesional
dalam menentukan kecukupan bukti audit.
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Keandalan bukii dipengaruhi oleh sumber dan sifatnya serta
tergantung pada kondisi ketika bukhi diperoleh sehingga AP dan tim audit
perlu mempertimbangkan keandalan informasi yang akan digunakan
sebagai bukfl, Namun demikian, Perikatan Asurans jarang sekali mencakup
autentikasi dokumentasi karena AP dan tim audit tidak dilatih atau menjadi
pakar dalam hal autentikasi tersebut.

Relevanst berkaitan dengan hubungan logis dengan tujuan prosedur
audit dan jika relevan, dengan Asersi yang dipertimbangkan. Relevansi
informasi yang digunakan sebagai bukti audit mungkin dipengaruhi oleh
arah pengujian. Perikatan keyakinan memadai mempersyaratkan penerapan
keahlian dan teknis asurans, serta pengumpulan bukti vang cukup dan tepat
sebagal bagian dari suatu proses yang berulang dan sistematis yang
mencakup pemerolehan suatu pemahaman tentang hal pokok dan kondisi
lain perikatan.

Tanpa mengabaikan penilaian profesional dan untuk tujuan kKhusus
dalam audit laporan dana kampanye ini, penjelasan di bawah ini
memberikan panduan bagi AP dan tim audit dalam menentukan jumlah
sampel yang diambil dalam proses audit, namun demikian AP dan tim audit
perlu memperhimbangkan lebih lanjut kecukupan bukti AP dan tim audit
untuk mendukung kesimpulan yang akan diambil.

Sampel Audit difenfukan dengan mempertimbangkan keterwakilan
(representasi) dari keseluruhan fransaksi, dengan ketentuan sebagai berikut:
1) Untuk transaksi penerimaan, 100% (seratus persen) dari keseluruhan

transaksi penerimaan.
2) Untuk Transaksi pengeluaran:
a. dalam hal transaksi pengeluaran sampai dengan 30 (tiga
puluh) transaksi, maka dilakukan sensus; dan
b. dalam hal transaksi, pengeluaran lebih dari 30 (tiga puluh)
fransaksi maka dilakukan perhitungan 30+10% (tiga puluh
ditambah sepuluh persen) dari sisa transaksi. Sampel transaksi
pengeluaran diambil dari nilai fransaksi yang paling besar.
Namun demikian AP dan tim audit perlu mempertimbangkan lebih lanjut
kecukupan bukti audit untuk mendukung kesimpulan yang akan diambil.

Sebagian besar pekerjaan AP dan tim audit dalam merumuskan pendapat
terdirt dari perolehan dan pengevaluasian bukti audlf Prosedur audit untuk
memperoleh bukfi audit dapat mencakup:

1) inspeksi;

2) observasi;

3) konfirmasi;

4) penghitungan ulang;

5) pelaksanaan kembali;

6) prosedur analitis; dan

7) permintaan keterangan.
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B. PERSONIL AP, TIM AUDIT & DOKUMENTASI

I.

1o

Akuntan Publik (AF)

Hari kerja AP unfuk audit laporan dana kampanye Pasangan Calon Gubernur dan
Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota® adalah
selama 3 (tiga) hari dengan jam kerja selama 3 (tiga) jam per hart.

Ketua Tim

Hari kerja Ketua Tim untuk audit laporan dana kampanye Pasangan Calon Gubernur
dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota®
adalah selama 8 (delapan) hari dengan jam kerja selama 4 (empat) jam per hari.

Anggota Tim

Hari kerja Ketua Tim untuk audit laporan dana kampanye Pasangan Calon Gubernur
dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota®
acdalah selama 15 (lima belas) hari dengan jam kerja selama 8 (selapan) jam.

Laporan Dana Kampanye darm Pasangan Calon Gubernur dan Wakil
Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota yang diaudit
terdiri dar Laporan Awal Dana Kampanye (LADK), Laporan Penerimaan Sumbangan
Dana Kampanye (LPSDK) dan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana
Kampanye (LPPDK) beserta lampirannya seperti bukti pengeluaran, surat
pernyataan penyumbang, dan dokumen lainnya yang dibutuhkan dalam audit.

Dokumentasi

AP dan fim audit harus mendokumentasikan hal-hal yang signifikan dalam
menyediakan bukfi yang mendukung laporan asurans dan bahwa perikatan
dilaksanakan berdasarkan SPA 3000 (Revisi 2022).

Dokumentasi mencakup suatu catatan tentang perfimbangan AP dan tim audit
atas semua hal signifikan yang membutuhkan penerapan pertimbangan profesional,
dan kesimpulan terkait. Ketika terdapat pertanyaan sulit atas prinsip atau
pertimbangan profesional, pendokumentasian yang mencakup fakta relevan vang
diketahui oleh AP dan tim audit pada saat kesimpulan dicapai dapat membantu
untuk menunjukkan pengetahuan AP dan tim audit.

AP dan tim audit harus menyusun dokumentasi audit secara tepat waktu dan
memadai terkait dengan:

a) sifat, saat, dan luas prosedur yang dilaksanakan untuk mematuhi SPA yang
relevan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b) hasil pelaksanaan prosedur dan bukti yang diperoleh.

¢) hal-hal signifikan yang muncul selama perikatan, kesimpulan yang dicapai, dan
pertimbangan profesional signifikan yang dibuat dalam mencapai kesimpulan
tersebut.

Dalam mendokumentasikan sifat, saat, dan luas prosedur audit yang
dilaksanakan, AP dan tim audit harus mencantumkan hal-hal tertentu yang telah
diuji, siapa yang melaksanakan pekerjaan audit tersebut, tanggal pekerjaan tersebut
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diselesaikan dan siapa yang menelaah pekerjaan tersebut serta tanggal dilakukannya
penelaahan.

5. Prosedur yang Direkomendasikan

Prosedur pemeriksaan di bawah ini bukan merupakan prosedur minimal dan
bukan prosedur yang telah lengkap dalam melaksanakan audit Dana Kampanye. AP
dan tim audit diharapkan menerapkan perfimbangan profesionalnya dalam
menyusun atau menggunakan prosedur yang sesuai dan relevan dengan keadaan
masing-masing perikatan, dengan memperfimbangkan fingkat materialifas dan
penilaian risiko yang mempengaruhi sifat, luas, dan waktu prosedur.

AP dan fim audit dapat melakukan modifikasi atau penyesuaian seperlunya
terhadap prosedur yang ada atau melakukan pengembangan prosedur lain. Sebagai
contoh, perolehan bukti audit dapat melalui media elektronik, tergantung dari
tujuan yang ingin dicapai oleh AP dan tim audit untuk mendukung kesimpulan yang
akan diambil.

C. KELUARAN
PELAPORAN HASIL AUDIT LAPORAN DANA WPANYE
1. Perumusan Suatu Kesimpulan Asurans

AP dan tim audit harus mengevaluasi kecukupan dan ketepatan bukfi yang
diperoleh untuk mendukung kesimpulan yang dinyatakan dalam laporan
asurans. Dalam mengambil kesimpulan, AP dan fim audit harus
mempertimbangkan seluruh bukti yang relevan yang diperoleh, terlepas apakah
bukti tersebut mendukung atau bertentangan dengan Asersi dari Peserta Pemilu.

Hal-hal yang perlu diperhatikan AP dan tim audit dalam mengambil
kesimpulan adalah membuat suatu laporan asurans tertulis dan berisi suatu
pernyataan yang jelas tentang kesimpulan AP dan tim audit atas informasi hal
pokok.

Pendapat atau kesimpulan bergantung pada hasil evaluasi AP dan tim audit
apakah Asersi Peserta Pemilihan Umum felah mematuhi sesuai persyaratan dalam
semua hal yang material. AP dan tim audit harus mempertimbangkan:

a) sifat dan frekuensi ketidakpatuhan yang diidentifikasi; dan
b) efek ketidakpatuhan yang ditemukan, apakah ketidakpatuhan semacam itu
material dibandingkan dengan sifat persyaratan kepatuhan.

AP dan tim audit juga harus mempertimbangkan adanya pengaruh peristiwa
yang terjadi setelah tanggal pelaporan hingga tanggal laporan asurans terhadap
informasi hal pokok dan laporan asurans. Pertimbangan atas peristiwa tersebut
bergantung pada potensi apakah peristiwa terscbut dapat mempengaruhi
informasi hal pokok dan ketepatan kesimpulan AP dan tim audit.

2. Isi Laporan Asurans
Laporan asurans harus fertulis dan berisi suatu pernyataan yang jelas tentang
kesimpulan AP dan tim audit atas informasi hal pokok. Walaupun secara khusus
SPA 3000 (Revis1 2022) tidak mengharuskan format yang terstandarisasi untuk
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pelaporan atas seluruh perikatan asurans, namun laporan asurans harus berisi
unsur-unsur pokok di bawah ini:

a)

b)
c)

d)
e)

)

h)

)

tanda tangan AP;

suatu judul yang secara jelas mengindikasikan bahwa laporan tersebut

merupakan suatu laporan asurans independen;

pthak yang dituju;

suatu identifikasi atau deskripsi tentang tingkat kevakinan yang diperoleh AP

dan tim audit, informasi hal pokok dan, jika relevan, hal pokok pendasar;

pengidentifikasian kriteria yang berlaku;

jika relevan, suatu deskripsi fentang keferbatasan inheren yang signifikan

yang berkaitan dengan pengukuran atan pengevaluasian atas hal pokok

pendasar dibandingkan dengan kriteria yang berlaku;

ketika kriteria yang berlaku dirancang untuk tujuan spesifik, suatu

pernyataan yang mengingatkan pembaca akan fakia ini dan bahwa, sebagai

akibatnya, informasi hal pokok dapat tidak sesuai untuk tujuan lain;

suatu pernyataan untuk mengidentifikasi pihak yang bertanggung jawab dan

pengukur afau pengevaluasi jika berbeda, serta untuk mendeskripsikan

tanggung jawab pihak tersebut dan tanggung jawab AP dan tim audit;

suatu pernyataan bahwa perikatan dilaksanakan sesuai dengan SPA 3000

(Revisi 2022);

Suatu pernyataan bahwa KAP dari AP dan tim audit tersebut menerapkan

SPM 1, atau ketentuan profesional lainnya, atau ketentuan peraturan

perundang-undangan, yang setidaknya setara dengan SPM 1;

suatu pernyataan bahwa AP dan tim audit mematuhi independensi dan

ketentuan etika lainnya yang relevan, atau ketentuan profesional lainnya,

atau ketentuan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan yang
setidaknya setara dengan kode etik yang relevan terkait perikatan asurans;
kesimpulan AP dan tim audit:

(1) jika relevan, kesimpulan harus menginformasikan pengguna yang dituju
tentang konteks di mana kesimpulan AP dan tim audit harus dibaca.

(2) dalam suatu perikatan keyakinan memadai, kesimpulan harus
dinyatakan dalam suatu bentuk positif.

(3) kesimpulan harus diungkapkan dengan menggunakan kata-kata yang
tepat untuk hal pokok pendasar dan kriteria yang berlaku dengan
mempertimbangkan kondisi perikatan dan harus diungkapkan dalam
bentuk:

(a) hal pokok pendasar dan kriteria yang berlaku;
(b) informasi hal pokok dan kriteria yang berlaku; atau
(c) suatu pernyataan yang dibuat oleh pihak atau para pihak yang tepat.
(d) ketika AP menyatakan suatu kesimpulan ketidakpatuhan, laporan
asurans harus berisi:
1. suatu seksi yang menyediakan suatu deskripsi atas hal yang
menyebabkan ketidakpatuhan; dan
1. suatu scksi yang berisi kesimpulan ketidakpatuhan AP dan fim
audit.
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m) tanggal laporan asurans. Laporan asurans harus diberi tanggal tidak lebih

awal dari tanggal ketika AP telah memperoleh bukti yang menjadi basis

kesimpulan AP, termasuk bukti bahwa pihak-pihak yang berwenang telah

menyatakan bahwa mereka bertanggung jawab atas informasi hal pokok; dan
n) lokasi tempat AP berpraktik.

3. Sistematika Laporan Hasil Pekerjaan Audif
a) Laporan]l

(1)
(2)
(3)
(4)
(3)
(6)
(7)
(8)

Surat Pernyataan Kepatuhan Pasangan Calon;

Aseri Pasangan Calon;

Surat Pernyataan Independensi KAP;

Surat Pernyataan Independensi AP;

Laporan Asurans Independen;

Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon;

Dasar Penunjukan dan Ruang Lingkup Penugasan KAP; dan
Tanda Terima Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan.

b) Laporan Il

(1)

(2)

Ringkasan Kertas Kerja Audit Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon
sesuai formulir yang tercantum dalam Lampiran I Keputusan Komisi
Pemilthan Umum Nomor 1616 Tahun 2024,

Rincian kertas kerja dalam bentuk excel yang memuat detail pekerjaan
Akuntan Publik dan Tim Audit.

4, Dokumen Hasil Audit
Dokumen Hasil Audit Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Bupati dan
Wakil Bupati Landak Heri Saman, S.H., M.H. — Vinsensius, S.50s., M.M.A. oleh
Kantor Akuntan Publik diserahkan kepada KPU Kabupaten Landak dalam bentuk
soft copyyang diunggah melalui Sikadeka dan dalam bentuk kard copy sebanyak
2 (dua) rangkap.

5. HUKUM YANG BERLAKU

Keabsahan, interpretasi, dan pelaksanaan SPK ini didasarkan kepada hukum Republik

Indonesia.

HARGA SPK

a. Pejabat Pembuat Komitmen membayar kepada penyedia sebesar harga SPK atau
addendum SPK apabila terdapat perubahan.
b. Harga SPK telah memperhitungkan Standar remunerasi/imbalan jasa yang dikeluarkan

oleh asosiasi.

c. Rincian harga SPK sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan

harga.
PERPAJAKAN

Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, refribusi, dan pungutan lain
vang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SPK. Semua
pengeluaran perpajakan ini dianggap telah fermasuk dalam harga SPK.

PENGALIHAN DAN/ATAU SUBKONTRAK
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Penyedia dilarang untuk mengalihkan dan/atau mensubkontrakkan sebagian atau
seluruh pekerjaan. Pengalihan seluruh atau sebagian pekerjaan hanya diperbolehkan
dalam hal penyedia berhalangan tetap.

7. JADWAL
a. SPK ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan oleh para pihak atau pada
tanggal yang ditetapkan dalam Surat Perintah Mulai Kerja.
b. Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan.

8. PENANGGUNGAN DAN RISIKO

‘. a. Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa

| batas Pejabat Pembuat Komitmen beserta mstansinya terhadap semua bentuk tuntutan,

' _tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan
hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat
Pembuat Komitmen beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan
tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat Pejabat Pembuat Komitmen)
sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak tanggal
mulai kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan akhir:
1) kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda penyedia dan Personel;

2) cidera tubuh, sakit atau kematian Personel; dan/atau
3) kehilangan atau kerusakan harta benda, cidera tubuh, sakit atau kematian pihak
lain.

b. Terhifung sejak tanggal mulai kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita
acara serah terima, semua risiko kehilangan atau kerusakan hasil pekerjaan ini
merupakan risiko penyedia, kecualt kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan
oleh kesalahan atau kelalaian Pejabat Pembuat Komitmen.

¢. Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh penyedia tidak membatasi kewajiban
penanggungan dalam syarat i,

d. Kehilangan atau kerusakan ferhadap hasil pekerjaan sejak tanggal mulai kerja sampai
batas akhir garansi, harus diperbaiki, diganti atau dilengkapi oleh penyedia atas
tanggungannya sendiri jika kehilangan atau kerusakan tersebut terjadi akibat
tindakan atau kelalaian penyedia.

9. PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN
Pejabat Pembuat Komitmen berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan
terhadap ‘pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia. Pejabat Pembuat
Komitmen dapat memerintahkan kepada pihak lain untuk melakukan pengawasan dan
pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia.

10. LAPORAN HASIL PEKERJAAN

| a. Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan Kontrak terhadap kemajuan
pekerjaan dalam rangka pengawasan kualitas dan waktu pelaksanaan pekerjaan. Hasil

; pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan.

'\ b. Untuk merekam pelaksanaan pekerjaan, Pejabat Pembuat Komitmen dapat
menugaskan Pengawas Pekerjaan dan/atau tim teknis membuat foto-foto dokumentasi
pelaksanaan pekerjaan di lokasi pekerjaan.

¢. Pejabat Pembuat Komitmen akan memeriksa setiap laporvan hasil pekerjaan penyedia
dan memberitahukan secara fertulis penyedia atas sehap ketidak sesuaian pekerjaan
yang ditemukan. Pejabat Pembuat Komifmen dapat memerintahkan penyedia untuk
memperbaiki laporan hasil pekerjaan dalam hal terdapat ketidaksesuaian pekerjaan.
Penyedia bertanggung jawab memperbaiki pekerjaan yang tidak sesuai.

| 11. WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN
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Kecuali SPK diputuskan lebih awal, penyedia berkewajiban untuk memulai
pelaksanaan pekerjaan pada tanggal mulai kerja, dan melaksanakan pekerjaan sesuai
dengan program mutu, serta menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnva pada
tanggal penyelesaian yang ditetapkan dalam Surat Perintah Mulai Kerja.

b. Jika pekerjaan tidak selesa1 pada tanggal penyelesaian disebabkan karena kesalahan

atau kelalalan penyedia maka penyedia dikenakan sanksi berupa denda
keterlambatan.

c. Jika keterlambatan tersecbut disebabkan oleh Peristiwa Kompensasi maka Pejabat

Pembuat Komitmen memberikan tambahan perpanjangan wakfu penyelesaian
pekerjaan.

Tanggal penyelesaian yang dimaksud dalam ketenfuan ini adalah tanggal penyelesaian
semua pekerjaan.

SERAH TERIMA PEKERJAAN
a. Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen), penyedia mengajukan permintaan

b.
.
d.

€.

f.

secara tertulis kepada Pejabat Pembuat Komitmen untuk penyerahan pekerjaan.
Sebelum dilakukan serah terima, Pejabat Pembuat Komitmen melakukan pemeriksaan
terhadap hasil pekerjaan.

Pgjabat Pembuat Komitmen dalam melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan dapat
dibantu oleh pengawas pekerjaan dan/atau tim teknis.

Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, penyedia
wajib memperbaiki/ menyelesaikannya, atas perintah Pejabat Pembuat Komitmen.
Pejabat Pembuat Komitmen menerima hasil pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan SPK.

Pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus persen) dari harga SPK.

PERUBAHAN SPK

a.
b.

SPK hanya dapat diubah melalui adendum SPK.

Perubahan SPK dapat dilaksanakan dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi
lapangan pada saat pelaksanaan dengan SPK dan disetujui oleh para pihak, meliputi:
1) menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam SPK;

2) menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan;

3) mengubah spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi lapangan; dan/atau

4) mengubah jadwal pelaksanaan pekerjaan.

Perubahan SPK untuk mengurangi volume yang tercantum dalam SPK apabila
Pasangan Calon tidak menyampaikan LPPDK, maka hari dan jam kerja pada biaya
personel dalam Daftar Kuantitas Harga dilakukan pengurangan sesuai hari dan jam
kerja dalam uratan kegiatan Pemeriksaan LPPDK dan dilakukan addendum kontrak.

. Untuk kepenfingan perubahan SPK, Pejabat Pembuat Komitmen dapat dibantu Pejabat

Peneliti Pelaksanaan Kontrak.

PERISTIWA KOMPENSASI

a.

Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal sebagai berikut:

1) Pejabat Pembuat Komitmen mengubah jadwal vyang dapat mempengaruhi
pelaksanaan pekerjaan;

2) Pejabat Pembuat Komitmen tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau
instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;

3) penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal;

4) Pejabat Pembuat Komitmen memerintahkan peniundaan pelaksanaan pekerjaan;

5) Pejabat Pembuat Komitmen memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang
tidak dapat diduga secbelumnya dan disebabkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen;

6) ketentuan lain dalam SPK.

b. Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau

keferlambatan penyelesaian pekerjaan maka Pejabat Pembuat Komitmen berkewajiban




L

O N

=™,

15.

16.

untuk membayar ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan waktu penyelesaian
pekerjaan.

¢. Ganti rugi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan
kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada Pejabat Pembuat Komitmen, dapat
dibuktikan kerugian nyata akibat Peristiwa Kompensasi.

d. Perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan hanya dapat diberikan jika berdasarkan
data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada
Pejabat Pembuat Komitmen, dapat dibuktikan perlunya tambahan waktu akibat
Peristiwa Kompensasi.

¢. Penyedia fidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan waktu penyelesaian
pekerjaan jika penyedia gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam
mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi.

PERPANJANGAN WAKTU

a. Jika terjadi Peristiwa Kompensasi schingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui
tanggal penyelesaian maka penyedia berhak untuk meminta perpanjangan tanggal
penyelesaian berdasarkan data penunjang. Pejabat Pembuat Komitmen berdasarkan
perfimbangan Pengawas Pekerjaan memperpanjang tanggal penyelesaian pekerjaan
secara fertulis. Perpanjangan tanggal penyelesaian harus dilakukan melalui adendum
SPK.

b. Pejabat Pembuat Komitmen dapat menyetujul perpanjangan waktu pelaksanaan
setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh penyedia.

PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN SPK

a. Penghentian SPK dapat dilakukan karena terjadi Keadaan Kahar.

b. Dalam hal SPK dihentikan, Pejabat Pembuat Komitmen wajib membayar kepada
penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dicapai, termasuk:

1) biaya langsung pengadaan bahan dan perlengkapan untuk pekerjaan ini. Bahan
dan perlengkapan ini harus diserahkan oleh Penyedia kepada Pejabat Pembuat
Komitmen, dan selanjutnya menjadi hak milik Pejabat Pembuat Komitmen;

2) biaya langsung demobilisasi personel.

¢. Pemutusan SPK dapat dilakukan oleh pihak Pejabat Pembuat Komitmen atau pihak
penyedia.

d. Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,
pemutusan SPK melalui pemberitahuan tertulis dapat dilakukan apabila:

I) penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses
Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang;

2) pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran
persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi
yang berwenang;

5) penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak
memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;

4) penyedia tanpa persetujuan Pejabat Pembuat Komitmen, fidak memulai

pelaksanaan pekerjaan; '

D) penyedia menghentikan pekerjaan dan penghentian ini tidak tercantum dalam
program mufu serfa tanpa persetujuan Pejabat Pembuat Komitmen;

6) penyedia berada dalam keadaan pailit;

7) Penyedia gagal memperbaiki kinerja setelah mendapat Surat Peringatan sebanyak
3 (tiga) kali;

8) penyedia selama Masa SPK gagal memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu
yang ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen;

9) Pejabat Pembuat Komitmen memerintahkan penyedia untuk menunda

pelaksanaan atau kelanjutan pekerjaan, dan perintah tersebut tidak ditarik selama

28 (dua puluh delapan) hari; dan/atau
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10) Pejabat Pembuat Komitmen tidak menerbitkan surat perintah pembayaran untuk
pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana
tercantum dalam SPK.

e. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena kesalahan penyedia:

1) Sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan

(apabila diberikan);

2) penyedia membayar denda keterlambatan (apabila ada); dan/atau

3) penyedia dikenakan Sanksi Daftar Hitam.

f. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena Pejabat Pembuat Komitmen terlibat
penyimpangan prosedur, melakukan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat
dalam pelaksanaan pengadaan, maka Pejabat Pembuat Komitmen dikenakan sanksi
berdasarkan peraturan perundang-undangan.

PEMBAYARAN

a. Pembayaran hasil pekerjaan dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen, dengan
ketentuan:

1) Pembayaran dilakukan sekaligus;
2) penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan hasil pekerjaan;
3) pembayaran harus dipotong denda (apabila ada), dan pajak;

b. pembayaran dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (serafus persen) dan Berita
Acara Serah Terima ditandatangani.

c. Pejabat Pembuat Komitmen dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pengajuan
permintaan pembayaran dari penyedia harus sudah mengajukan surat permintaan
pembayaran kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM).

d. Pada saat penyedia mengajukan tagihan, penyedia menyampaikan bukti-bukti
pengeluaran non-personil untuk membuktikan pelaksanaan pekerjaan.

DENDA

a. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan
karena kesalahan atau kelalalan Penyedia maka Penyedia berkewajiban untuk
membayar denda kepada Pejabat Pembuat Komitmen sebesar 1/1000 (satu permil)
dari nilai SPK (tidak termasuk PPN) untuk setiap hari keterlambatan atau 1/1000 (satu
pernul) dart nilai bagian SPK yang tercantum dalam SPK (tidak termasuk PPN).

b. Pejabat Pembuat Komitmen mengenakan Denda dengan memotong pembayaran
prestasi pekerjaan penyedia. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab
kontraktual penyedia.

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pejabat Pembuat Komitmen dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-
sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau
berhubungan dengan SPK ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan
pekerjaan. Jika perselisthan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka
persehsithan akan diselesaikan melalui Layanan Penyelesaian Sengkcta arbitrase atau
Pengadilan Negeri.

LARANGAN PEMBERIAN KOMISI

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personel satuan kerja Pejabat Pembuat
Komitmen telah atau akan menerima komisi atau keuntungan tidak sah lainnya baik
langsung maupun tidak langsung dari SPK ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran
syarat in1 merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SPK ini.
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Untuk dan atas nama
KPU Kabupaten Landak

Pejabat Pembu‘a}t&mnggri

Untuk dan atas nama Penyedia
KAP Andi Ruswandi Wisnu & Rekan
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Wisnu Pujo Utomo, CPA

Rekan Perikatan




TANDA TERIMA LAPORAN DANA KAMPANYE H
PASANGAN CALON



KOMISI PEMILTHAN UMUM KABUPATEN LANDAK

TANDA TERIMA LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE PERBAIKAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN LANDAK TAHUN 2024

Pada hart im1 Kamis tanggal dua puluh enam bulan September tahun dua ribu dua puluh empat pukul 14:45:00 WIB bertempat di
Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Landak, telah diterima Laporan Awal Dana Kampanye Perbaikan Pasangan Calon Bupati
dan Wakil Bupati Kabupaten Landak Tahun 2024 melalu Sikadeka dengan rincian sebagai benkut:

Nama Calon Bupati . HERI SAMAN
Nama Calon Wakil Bupati :  VINSENSIUS
Har dan tanggal submit : Kamuis, 26 September 2024
Waktu submit . 14:48 WIB
NO JENIS DOKUMEN DALAM STATUS DOKUMEN STATUS DOKUMEN DJ{EKMUL;;]IELJ KETERANGAN
' BENTUK DIGITAL LADK LADK PERBAIKAN ‘ e
(lembar)
|. |Formulir | Laporan Awal Dana Ada Sesuai Ada Sesuai 3
Kampanye
2. |Formulir 2 Daltar Penerimaan Ada Sesual Ada Sesual 2
Sumbangan Dana Kampanye
3. |Formulir 3 Laporan Aktivitas Ada Sesuai Ada Sesual 2
Penerimaan dan Pengeluaran Dana
Kampanye
4. |Formulir 4 Daltar Persediaan Ada Sesual Ada Sesuai 2
Barang Dana Kampanye
5. |Formulir 5 Laporan Aktivitas Ada Sesual Ada Sesuat 2
Penerimaan dan Pengeluaran Dana
Kampanye Sebelum Periode
Pembukuan Laporan Awal Dana
Kampanye
6. |Formulir 6 Surat Pemyataan Ada Sesuai Ada Sesuai 2
Tanggung Jawab Atas Laporan
Awal Dana Kampanye
7. |Formulir LDK-Relawan (apabila Tidak Ada Sesual Ada Scsual 0
ada)
8. |Formulir Model-Surat Permyataan Tidak Ada Sesuai Ada Sesuai 0
penyumbang Partai Politik
9. |Formulir Model-Sural Pemyataan Tidak Ada Sesuai Ada Sesuai 0
penyumbang Perscorangan
10. | Formulir Model-Surat Pernyataan Tidak Ada Sesual Ada Sesual 0
penyumbang Badan Hukum Swasta
(Beserta Lampiran)
1. | Buku Tabungan/Giro Ada Sesuai Ada Sesuai 1
12. | Rekening Koran Ada Sesual Ada Sesuai 1
13. | Surat Pemmyataan Pengelola Ada Tidak Sesuai Ada Sesuai 2
Rekening
14. | Surat Penunjukan Petugas Ada Sesuai Ada Sesuai ]
Penghubung Pasangan Calon




JUMLAH

JENIS DOKUMEN DALAM STATUS DOKUMEN STATUS DOKUMEN
NG BENTUK DIGITAL LADK LADK PERBAIKAN Dﬂi}}ﬂﬁw RELERANGAN
15. | Bukti Penerimaan Tidak Ada Sesuai Ada Sesuai 0
16. | Bukti Pengeluaran/Kwitansi Tidak Ada Sesuai Ada Sesuai 0
17. | Bukti Tagihan/Utang (apabila ada) | Tidak Ada Sesuai Ada Sesuai 0
Yang Menyerahkan, Yang Menerima,
Nama : RONALDO WKSON Nama : Hartita, S.E.

: Kasubbag Teknis,

Jabatan . ADMIN PASLON Jabatan Penyclenggarean Pomil,

Nomor Telepon : 082152778660

Nomor Telepon

Partisipasi dan Hubungan
Masyarakat

: +62 812-5861-787



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANDAK

TANDA TERIMA LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN LANDAK TAHUN 2024

Pada hari ini Kamis tanggal dua puluh empat bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh empat pukul 22:20:00
WIB bertempat di KPU Kabupaten Landak, telah diterima Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Landak Tahun 2024 melalui Sikadeka dengan rincian

sebagai berikut:
Nama Calon Bupati
Nama Calon Wakil Bupati

Hari dan tanggal submit

HERI SAMAN
VINSENSIUS
Kamis, 24 Oktober 2024

Waktu submit 15:02 WIB
JUMLAH
NO JENIS DOKUMEN DALAM BENTUK STATUS DOKUMEN DOKUMEN KETERANGAN
DIGITAL
(lembar)
1. |Formulir 1 Laporan Penerimaan Ada Sesuai 1
Sumbangan Dana Kampanye
2. |Formulir 2 Daftar Penerimaan Ada Sesuai 2
Sumbangan Dana Kampanye
3. |Formulir 3 Surat Pernyataan Ada Sesuai 2
Tanggung Jawab Atas Laporan
Penerimaan Sumbangan Dana
Kampanye
4. |Surat Pernyataan Penyumbang Partai Tidak Ada Sesuai 0
Politik
5. |Surat Pernyataan Penyvumbang Tidak Ada Sesuai 0
Perseorangan
6. |Surat Pernyataan Penyumbang Tidak Ada Sesual 0
Badan Hukum Swasta dan Lampiran
7. |LDK Relawan Tidak Ada Sesuai 0
8. |Buku Rekening Khusus Dana Ada Sesual 1
Kampanye
9. |Rekening Koran Ada Sesuai 1
10. |Bukti Penerimaan Ada Sesuai 1
11. |Surat Pernyataan Pengelola Rekening Ada Sesuai 2
12. |Surat Penunjukan Petugas Ada Sesuai 1
Penghubung Pasangan Calon




Yang Menyerahkan,

Nama

Jabatan

Nomor Telepon

: RONALDO WKSON

: ADMIN PASLON

: 082152778660

Yang Menerima,
Nama > Hartita, S.E.

: Kasubbag Teknis,
Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan
Masyarakat

Nomor Telepon :+62 812-5861-787

Jabatan



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANDAK

TANDA TERIMA LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PERBAIKAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN LANDAK TAHUN 2024

Pada hari ini Senin tanggal dua puluh lima bulan November tahun dua ribu dua puluh empat pukuil 20:35:00
WIB bertempat di Kantor KPU Kabupaten Landak, telah diterima Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana
Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Landak Tahun 2024 melalui Sikadeka

dengan rincian sebagai berikut:

Nama Calon Bupati

Nama Calon Wakil Bupati

Hari dan tanggal submit

HERI SAMAN
VINSENSIUS
Senin, 25 November 2024

Waktu submit 20:08 WIB
JENIS DOKUMEN DALAM STATUS DOKUMEN STATUS DOKUMEN CLIV LA
Sl BENTUK DIGITAL LPPDK LPPDK PERBAIKAN i e
(lembar)
1. |Formulir 1 Laporan Ada Tidak Ada Sesuai 2
Penerimaan dan Pengeluaran Sesual
Dana Kampanye
2. |Formulir 2 Daftar Ada Tidak Ada Sesuai 1
Penerimaan Sumbangan Sesuai
Dana Kampanye
3. |Formulir 3 Laporan Aktivitas | Tidak Ada Tidak Ada Sesuai 4
Penerimaan dan Pengeluaran Sesuai
Dana Kampanye
4, |Formulir 4 Daftar Persediaan | Tidak Ada Tidak Ada Sesuai 2
Barang Dana Kampanye Sesuai
5. |Formulir 5 Laporan Aktivitas Ada Tidak Ada Sesuai 2
Penerimaan dan Pengeluaran Sesuai
Dana Kampanye Sebelum
Periode Pembukuan Laporan
Awal Dana Kampanye
6. |Formulir 6 Asersi Atas Ada Sesuai Ada Sesuai 10
Laporan Penerimaan dan
Pengeluaran Dana Kampanye
7. |Formulir LDK-Relawan Tidak Ada| Sesuai |Tidak Ada| Sesuai 0
(apabila ada]
8. |Surat Pernyataan Tidak Ada| Sesuai |Tidak Ada| Sesuai 0
penyumbang Partai Politik
9. |Surat Pernyataan Tidak Ada| Sesuai |Tidak Ada| Sesuai 0
penyumbang Perseorangan
10. | Surat Pernyataan Tidak Ada| Sesuai |Tidak Ada| Sesuai 0
penyumbang Badan Hukum
Swasta (Beserta Lampiran)
11. | Buku Tabungan/Giro Ada Sesuai Ada Sesuai 1
12. |Rekening Koran Ada Tidak Ada Sesuai 1
Sesuai




Nomor Telepon : 082152778660

JUMLAH
JENIS DOKUMEN DALAM STATUS DOKUMEN | STATUS DOKUMEN
HE BENTUK DIGITAL LPPDK LPPDK PERBAIKAN ERCHRUMIR | RECRANVERN
(lembar)
13. | Surat Pernyataan Pengelola Ada Tidak Ada Sesuai 2
Rekening Sesuai
14. | Surat Penunjukan Petugas Ada Sesuai Ada Sesuai 1
Penghubung Pasangan Calon
15. | Bukti Penerimaan Ada Tidak Ada Sesuai 1
Sesual
16. | Bukti Pengeluaran/Kwitansi Ada Tidak Ada Sesuai 55
Sesuai
17. | Bukti Penutupan RKDK Tidak Ada| Sesuai |Tidak Ada| Sesuai
18. | Bukti Tagihan/Utang (apabila | Tidak Ada| Sesuai |Tidak Ada| Sesuai
ada)
Yang Menyerahkan, Yang Menerima,
Nama - RONALDO WKSON Nama : Hartita, S.E.
: Kubbag Teknis,
Jabatan : ADMIN PASLON Jabatan Penyelenggaraan Pemilu,

Partisipasi dan Hubungan

Masyarakat

Nomor Telepon :+62 812-5861-787




